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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Pemerintan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang telah dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), yang
selanjutnya disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah
dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kota Depok Tahun 2021
disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang dimiliki yang bertumpu
pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada kebutuhan/aspirasi rakyat.
Tujuan rencana pembangunan yang tertuang dalam KUA Kota Depok Tahun 2021
adalah untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan KUA lebih disederhanakan dengan
menekankan pada penjelasan  kondisi ekonomi makro daerah pada saat
penyusunan, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan
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pembiayaan daerah serta strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud
adalah memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target program dan kegiatan
yang akan direncanakan.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 ini juga merupakan bagian dari upaya
Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
RPJMD Kota Depok 2016-2021 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2021. Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) Tahun Anggaran 2021 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang
disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2021, penyusunan
RAPBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya APBD menjadi dasar
untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2 Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota

Depok Tahun 2021 bertujuan untuk :

1. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan
digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kota Depok tahun anggaran 2021;

2. Sebagai landasan serta pedoman umum dalam penetapan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS);

3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Depok dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota
Depok Tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan KUA Kota Depok Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan

Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
Lalu-lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 216);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintan Nomor 35
Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323)

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Guru Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 81);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari

Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan
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217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Penerima Tunjangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
132);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran

Kecamatan;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah  (RPJPD) Kota Depok Tahun
2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang
Daerah  (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025;
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35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok ~ Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016
tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

Peraturan Walikota Depok Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021.
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BAB I
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Tahun Sebelumnya
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat
perkembangan ekonomi suatu daerah. PDRB dapat menggambarkan dengan jelas
pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor - sektor
usaha yang berjumlah ada 17 sektor. Analisis ekonomi daerah dengan menggunakan
indikator PDRB dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang
dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah
dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

PDRB merupakan nilai tambah bruto keseluruhan barang dan jasa yang
diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. PDRB tersaji dalam
dua besaran, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga
konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang
berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar

dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB ADHK adalah tolok ukur paling baik untuk melihat perkembangan
ekonomi suatu wilayah karena faktor inflasi (kenaikan) harga tidak dihitung pada
indikator tersebut, sehingga menunjukkan kenaikan/penurunan secara riil. Jika
menggunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maka analisis perkembangan
ekonomi suatu wilayah memberikan gambaran pertumbuhan semu, karena bisa jadi
jumlah produk tidak meningkat tetapi akibat harga produk meningkat (akibat inflasi)
maka terkesan terjadi pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB

ini antara lain :
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a. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor
ekonomi, mencakup sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; industri
pengolahan; pengadaan listrik dan gas, pengadaan air-pengolahan sampah-limbah;
bangunan; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan;
penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa
keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; jasa
pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa-jasa lainnya;

b. Untuk mengetahui struktur perekonomian;

c. Untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator
tingkat kemakmuran/kesejahteraan;

d. Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan pertumbuhan/ perubahan
harga produsen.

Nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar Rp.
58,34 trilyun, kinerja ekonomi Kota Depok mengalami peningkatan dibanding tahun
sebelumnya sebesar Rp71.041,99 milyar, nilai ini menunjukkan kemampuan sumber
daya ekonomi Kota Depok pada tahun 2019. Begitu pula dengan PDRB tahun 2019
atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar Rp. 49.076,63 milyar yang mengalami
kenaikan sebesar 6,74 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 45.978,89 . Hal
ini memperlihatkan perkembangan ekonomi Kota Depok terus meningkat setiap
tahunnya dan menunjukkan terjadinya peningkatan nilai produk secara riil. Peningkatan
nilai produk bisa mengindikasikan terjadinya penambahan investasi, merekrut lebih
banyak tenaga kerja untuk memproduksi, yang pada akhirnya berdampak pada

meningkatnya pendapatan para pekerja (masyarakat).

Perkembangan PDRB (ADHK 2010) Kota Depok dari 2015-2019 dapat dilihat
pada grafik 2.1.
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Grafik 2.1.PDRB Kota Depok Tahun 2015-2019 (dalam juta rupiah)
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2015 2016 2017 2018 2019
mADHB | 48,532.65 | 53,331.05 | 58,408.78 | 64,363.24 | 71,041.99

mADHK| 37,529.48 | 40,263.23 | 42,981.28 | 45,978.89 | 49,076.63

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2020

Struktur perekonomian

Kondisi ekonomi Kota Depok dapat pula dilihat dari distribusi PDRB menurut

sektor-sektor yang  menunjukkan  struktur  perekonomian suatu  wilayah.

Pengelompokan PDRB berdasarkan sektor, terdiri atas :

1)

2)

3)

Sektor Primer, yaitu sektor yang tidak mengolah bahan mentah atau bahan baku
melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan deposit
di dalamnya. Yang termasuk kelompok ini adalah sektor Pertanian serta sektor
Pertambangan dan Penggalian.

Sektor Sekunder, yaitu sektor yang mengolah bahan bahan mentah atau bahan
baku baik berasal dari sektor Primer maupun dari sektor Sekunder menjadi barang
yang lebih tinggi nilainya. Sektor ini mencakup sektor Industri Pengolahan,
pengadaan listrik dan gas, pengadaan air-pengolahan sampah-limbah, dan sektor
Bangunan.

Sektor Tersier, atau dikenal sebagai sektor jasa, yaitu yang tidak memproduksi
dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor yang tercakup adalah
perdagangan besar dan eceran; transfortasi dan pergudangan; penyediaan

akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan
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asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; jasa pendidikan;
jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa-jasa lainnya.

Grafik 2.2. Distribusi PDRB Kota Depok Menurut Sektor Tahun 2013 -
2019 (ADHB) (dalam %o)

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2020

Pada grafik 2.2 dapat dilihat bahwa Selama periode 2013-2019, struktur
lapangan usaha masyarakat Kota Depok mulai terus bergeser dari kelompok lapangan
usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya
kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha ini terhadap
pembentukan PDRB Kota Depok. Peranan kelompok sektor primer dalam struktur
perekonomian Kota Depok selama kurun waktu 2013-2019 menurun dari 1,46% (2013)
menjadi 1,34% (2019). Sedangkan peranan kelompok sektor sekunder dalam kurun
waktu yang sama menurun dari 53,17% (2013) menjadi 49,87% (2019). Sementara itu
peranan kelompok sektor tersier selama kurun waktu 2013-2019 meningkat dari
45,37% (2013) menjadi 48,79% (2019). Kenaikan sektor tersier ini disumbang oleh
kenaikan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor, Transportasi dan pergudangan, yang merupakan kenaikan paling besar selama
lima tahun terakhir. Lapangan usaha sektor tersier lainnya yang mengalami kenaikan

adalah Penyediaan Akomodasi, Makan Minum dan Jasa Pendidikan.
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Tabel 2.1. Konstribusi PDRB Kota Depok Menurut Kategori Lapangan Usaha
(persen) Tahun 2013-2019

A Sektor Primer 1.46 1.48 1.44 1.45 14 1.39 1.34

1 Pertanian, Kehutanan, dan 1.46 1.48 1.44 145 1.40 1.39 1.34
Perikanan

2  Pertambangan dan - - - - - - -
Penggalian

B Sektor Sekunder 53.17 52.77 51.87 51.27 50.77 50.27 49.87
Industri Pengolahan 34.78 34.40 33.29 32.37 31.10 29.92 28.68

4 Pengadaan Listrik dan 0.22 0.23 0.26 0.28 0.31 0.30 0.28
Gas

5 Pengadaan Air, 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08

Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang

6  Konstruksi 18.09 18.07 18.25 18.55 19.29 19.97 20.83
C  Sektor Tersier 45.38 45.76 46.70 47.28 47.83 48.37 48.79
7  Perdagangan Besar dan 21.21 21.39 21.52 2161 21.73 21.77 22.15

Eceran; Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor

8  Transportasi dan 3.94 4.22 4.61 4.61 4,54 4.43 4.28
Pergudangan

9 Penyediaan Akomodasi 3.32 3.37 3.44 3.58 3.75 3.85 4.09
dan Makan Minum

10  Informasi dan 1.67 1.62 1.69 1.76 1.85 1.82 1.79
Komunikasi

11  Jasa Keuangan dan 3.95 3.87 3.95 4.10 4.05 4.17 3.98
Asuransi

12  Real Estat 1.61 1.58 1.55 1.54 157 1.60 1.62

13  Jasa Perusahaan 0.22 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

14  Administrasi 2.92 2.83 2.80 2.71 2.74 2.84 2.71

Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib

15  Jasa Pendidikan 2.32 2.49 2.58 2.61 2.72 2.93 3.09
16  Jasa Kesehatan dan 0.89 0.91 1.00 1.04 1.07 1.07 1.10
Kegiatan Sosial
17  Jasa lainnya 3.33 3.28 3.36 3.52 3.61 3.69 3.78
Produk Domestik Regional 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  100.00
Bruto

Sumber : BPS Kota Depok

PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita adalah nilai PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah
penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita sering dipakai untuk
menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi
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pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di
wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Namun untuk kasus
beberapa kabupaten / kota yang banyak kaum komuternya, PDRB per kapita tidak
dapat menjelaskan ukuran kemakmuran di wilayah tersebut. Karena sebagian besar

warganya membangkitkan ekonomi bukan diwilayah dimana mereka tinggal.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala
atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga
berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun
2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 23,043 juta rupiah. Secara nominal terus
mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 29,52 juta rupiah (lihat tabel 2.2).
Kenaikan angka PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang cukup tinggi ini belum
mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, karena disebabkan masih
dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan di Kota
Depok juga mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2019, pada tahun 2015
sebesar 17,82 juta rupiah dan menjadi 20,39 juta rupiah pada tahun 20109.

Tabel 2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB
per Kapita Kota Depok, 2015 - 2019

URAIAN 2015 2016 2017 2018* 2019** ‘
1) (3] (4] (5] (6] U]

Nilai PDRB (Juta Rupiah)
PDRB Atas Dasar Harga 48.532.645 53.331.050 58.408.776 64.363.243 71.041.985
Berlaku (Rp)
PDRB Atas dasar harga 37.529.475 40.263.233 42.981.282 45.978.885 49.076.626
Konstan Tahun 2010
(Rp)

PDRB per Kapita (Rupiah)
PDRB per Kapita 23.043.825 24.465.884 25.907.491 27.619.762  29.516.876
ADHB
PDRB per Kapita 17.819.401 18.470.957 19.064.552 19.730.607  20.390.600
ADHK
Pertumbuhan PDRB per 2.96 3.66 3.21 3.49 3.35
Kapita ADHK 2010
Jumlah Penduduk 2.106.102 2.179.813 2.254.513 2.330.333 2.406.826
(orang)
Pertumbuhan Penduduk 3.57 3.50 3.43 3.36* 3.28**
(%)

*Angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber : BPS Kota Depok 2020
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2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2019, berdasarkan perhitungan
BPS Kota Depok yang dipublikasikan pada Tahun 2020 adalah sebesar 6,74 persen,
apabila dibanding tahun 2018 maka ada penurunan karena pada tahun 2018 LPE Kota
Depok sebesar 6,97 persen. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan
rata-rata Jawa Barat yang sebesar 5,07 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi
nasional yang sebesar 5,02 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota
Depok dalam kurun 5 tahun tersaji pada grafik di bawah ini.
Grafik 2.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Kota Depok 2020

2.1.3 Inflasi di Kota Depok

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro
yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu
daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi
merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak
stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil
keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam
melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan

perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial -
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ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam
penyusunan perencanaan keuangan Kota Depok.

Letak Kota Depok yang berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta
mengakibatkan dinamika perubahan harga barang dan jasa di kedua wilayah ini saling
mempengaruhi secara timbal balik yang disebabkan oleh mudahnya akses atau aliran
informasi terkait perubahan harga. Inflasi penting untuk diperhitungkan mengingat
bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar tergerusnya tingkat
kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang (jika pendapatan masyarakat
tidak meningkat lebih tinggi) dapat menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan

untuk jumlah barang/jasa yang sama di waktu sebelumnya.

Inflasi Kota Depok pada rentang waktu 2015-2019 mengalami fluktuasi. Pada
tahun 2019 inflasi Kota Depok sebesar 3,29 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun
2018 yang mencapai 2,86 persen. Lebih lanjut perkembangan inflasi di Kota Depok
ditunjukan pada grafik 2.4 berikut :

Grafik 2.4 Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa
Tahun 2015-2019

KOTA DEPOK
T=prov. DKI JAKARTA
@ PROVIJABAR
NASIONAL

Sumber : BPS Kota Depok 2020
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2.1.4 Gini Ratio

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan bertambah
lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang
miskin) dan kesejangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (yang maju dan
yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini
dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan
disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Suatu besaran yang menggambarkan
seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu
adalah gini rasio atau koefisien gini. Nilai gini rasio (GR) berkisar antara 0 hingga 1
dengan klasifikasi ketimpangan rendah (GR<0,3), ketimpangan sedang (0,3<GR<0,5)
dan ketimpangan tinggi (GR>0,5).

Pada grafik 2.5, gini rasio Kota Depok sepanjang tahun 2015 — 2019 mengalami
fluktuasi, bahkan pada tahun tahun 2016 naik menjadi 0,4010; namun sejak tahun 2017
hingga 2019 tidak melampaui poin 0,400. Bahkan pada tahun 2019 ketimpangan
tersebut menyempit dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan angka ketimpangan
menggambarkan semakin kecilnya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kaya
dengan penduduk miskin. Hal ini perlu direspon dengan tepat agar stabilitas sosial
ekonomi masyarakat Kota Depok dapat terjaga, upaya pendekatan dapat dilakukan
antara lain melalui upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks
sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan kualitas dan
ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat
dan kemudahan investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan
pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan angka
kesenjangan terus dilakukan meskipun dampaknya belum secara optimal dirasakan.
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Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Gini ratio Kota Depok Tahun 2015-2019

2017 2018

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2020

2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif
mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak
dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka
IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia
pada suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik
(kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya
beli), serta aspek moralitas (iman dan ketagwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam

pembangunan akan dengan sendirinya meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok sebagai indikator utama
keberhasilan pembangunan daerah, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan 0,53 poin
dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 80,98 poin (tahun 2018 sebesar 80,29 poin). IPM
diukur melalui 3 indikator yakni indeks pengetahuan, indeks kesehatan dan indeks
pengeluaran. Tingginya nilai IPM Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat

kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik.
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Tabel 2.3. Rekapitulasi Capaian IPM Kota Depok Tahun 2014-2019

Tahun Umur Harapan Rata-rata Pengeluaran IPM
Harapan Lama Lama Sekolah Per Kapita
Hidup Sekolah (tahun) (Rp 000)
(tahun) (tahun)
2014 73,96 13,3 10,58 14.239 78,58
2015 73,98 13,54 10,71 14.424 79,11
2016 74,01 13,86 10,76 14.560 79,60
2017 74,04 13,87 10,84 14.727 79,83
2018 74,17 13,90 10,85 15.262 80,29
2019 74,17 14,34 11,05 15,291 80,98

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS Jawa Barat : Indeks Pembangunan Manusia 2020

Perbandingan capaian IPM Kota Depok dengan Capaian IPM Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 dapat dilihat pada Grafik 2.6. Capaian IPM Kota Depok sebesar
80,98 lebih tinggi dari capaian IPM Provinsi Jawa Barat yang hanya mencapai 72,03.
Capaian IPM Kota Depok termasuk pada kategori sangat tinggi.

Grafik 2.6. IPM Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat Tahun 2012 — 2019

Sumber: BPS Kota Depok dan Propinsi Jawa Barat, 2020

2.1.6 Tingkat Kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai sebuah permasalahan sosial,
kemiskinan harus dilihat pula dari perspektif ekonomi yang berada diluar struktur

diatas. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
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memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah
persentase penduduk yang masuk kategori penduduk miskin terhadap jumlah
penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar
minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan

oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

a. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;

b. Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;

c. Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi
mereka.

Pemerintah Kota Depok menggunakan alat ukur Tingkat Kemiskinan untuk
memberikan gambaran umum tentang jumlah penduduk miskin. Tingkat Kemiskinan
adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk.
Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai
rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum
kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu

untuk hidup layak.

Tingkat kemiskinan Kota Depok tahun 2019 sebesar 2,07% berada jauh di
bawah tingkat kemiskinan nasional (10,12 %) maupun Provinsi Jawa Barat (7,83 % ).

Artinya penduduk diatas garis kemiskinan pada Tahun 2019 sebesar 97,93%.

| Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021



Grafik 2.7.
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) dan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Depok Tahun
2011- 2019
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Sumber Data : BPS Kota Depok Tahun 2020

Tabel 2.4. Tabel Kemiskinan Kota Depok Tahun 2010-2018

Tahun Jumlah Head Count Indeks Indeks Garis
Penduduk Index Kedalaman Keparahan Kemiskinan
Miskin PO Kemiskinan Kemiskinan (Rp)
P1 P2

2010 49.619 2,84 0,51 0,14 310.279
2011 48.906 2,75 0,50 0,14 358.259
2012 46.973 2,46 0,24 0,04 413.638
2013 45912 2,32 0,26 0,06 443.302
2014 47.453 2,18 0,4 0,09 462.069
2015 49.971 2,40 0,23 0,06 496.747
2016 50.561 2,34 0,30 0,06 522.934
2017 52.341 2,34 0,25 0,06 556.470
2018 49.394 2,14 0,31 0,06 615.255
2019 49.357 2,07 0,24 0,04 644.860

Sumber : BPS Kota Depok Tahun 2020

2.1.7 Kesempatan Kerja (Rasio penduduk yang bekerja)

Pada Tahun 2019 berdasarkan data BPS Tahun 2020, penduduk Kota Depok yang

termasuk ke dalam angkatan kerja sekitar 1.184.683 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak
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745.515 orang dan perempuan 439.168 orang. Dari jumlah 93,46% yang bekerja, terdiri dari
laki-laki sekitar 701.894 orang dan perempuan sebanyak 439.168 orang. Dengan demikian
masih ada yang belum mendapat kesempatan kerja, yaitu sebanyak 73.325 orang yang terdiri
dari laki-laki sekitar 43.621 orang dan perempuan 28.704 orang. Penduduk Kota Depok yang

termasuk dalam bukan angkatan kerja sebanyak 636.935 orang.

Tabel 2.5.

Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Keatas) Menurut Jenis
Kelamin dan Kegiatan Utama di Kota Depok Tahun 2019

Kegiatan Utama Laki-Laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
N % N % N %
(6Y) @ ©) 4 ©®) (6) )
1. Angkatan Kerja 745,515 81.82 439,168 48.23 1,184,683 65.03
a. Bekerja 701,894 94.15 410,464 93.46 1,112,358 93.89
b. Pengangguran 43,621 5.85 28,704 6.54 72,325 6.11
2. Bukan Angkatan Kerja 165,597 18.18 471,338 51.77 636,935 34.97
a. Sekolah 86,101 51.99 92,942 19.72 179,043 28.11
b. Mengurus Rumah 36,172 21.84 360,368 76.46 396,540 62.26
tangga
c. Lainnya 43,324 26.16 18,028 3.82 61,352 9.63
Jumlah 911,112 100 910,506 100 1,821,618 100

Sumber: BPS Kota Depok, Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia
15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan
kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya
pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk
bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih
sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan
pribadi. TPAKmemberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi
dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu periode waktu tertentu. Rasio ini khusus
untuk penduduk yang bekerja dan mencari kerja terhadap usia kerja. Sehingga semakin
tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour
supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.
TPAK Kota Depok Tahun 2019 sebesar 65,41 persen artinya dari 100 penduduk usia
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15 tahun keatas, sebanyak 65 sampai 66 orang tersedia untuk memproduksi barang dan

jasa pada periode tertentu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah
pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa
terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kota Depok
Tahun 2019 sebesar 6,11 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang
tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 6 sampai

7 orang yang merupakan pengangguran.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur
15 tahun ke atas yang bekerja terhadap angkatan kerja. TKK mengindikasikan
besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi nilai TKK maka
kesempatan kerja semakin tinggi. TKK Kota Depok tahun 2019 sebesar 93,89 persen,
artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi
barang dan jasa (angkatan kerja), ada sebanyak 93 sampai 94 orang merupakan
penduduk bekerja.

Tingkat kesempatan kerja Kota Depok dari tahun 2014 hingga 2019
menunjukkan trend peningkatan. Begitu pula tingkat pengangguran terbuka dalam
rentang waktu yang sama memperlihatkan trend penurunan. Kondisi sosial ekonomi
ini disebabkan beberapa hal, diantaranya penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha
padat karya seperti pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Pendidikan yang
memberi kontribusi besar pada peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB)

Kota Depok tahun 2019 serta adanya migrasi penduduk berpendidikan tinggi ke Kota

Depok.
Tabel 2.6. TPAK, TPT dan TKK Tahun 2014 — 2019 di Kota Depok
Indikator/Tahun 2014 2015 2017 2018 2019
TPAK (persen) 63,34 61,62 64,04 62,64 65,41
TPT (persen) 8,44 7,48 7,00 6,64 6,11
TKK (persen) 91,56 92,52 93,00 93,36 93,89

Sumber : BPS Tahun 2020
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2.1.8.  Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan.
Berdasarkan proyeksi BPS, penduduk Kota Depok pada tahun 2019 berjumlah sekitar
2.406.826 jiwa; terdiri dari laki-laki 1.210.887 jiwa dan perempuan 1.195.939
jiwadengan kepadatan penduduknya mencapai 12,017 jiwa/km® Jumlah penduduk
tahun 2019 bertambah sekitar 75.820 jiwa atau dengan persentase pertumbuhan
penduduk sebesar 3,28 persen. Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dari
tahun 2013 hingga 2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini .

Grafik 2.8 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2013-2019
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Proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,75 persen menurun
dibandingkan data tahun 2018 yang berkisar di angka 24,99 persen, usia produktif (15-
64 tahun) mencapai 71,47 persen lebih tinggi dibandingkan data pada tahun 2018 yang
berkisar pada jumlah 71,39 persen, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 3,77
persen meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,62 persen. Dengan
demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok Tahun 2019 turun
menjadi 39,91 dibanding tahun 2018 yang sebesar 40,07. Angka tersebut bermakna
bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 40 orang

kelompok non produktif. Dengan penurunan angka ketergantungan tersebut
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mengandung makan bahwa semakin baik kondisi perekonomian di Kota Depok karena
semakin sedikit jumlah masyarakat yang non produktif yang harus ditanggung secara
ekonomi oleh masyarakat produktif.
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok
Umur di Kota Depok Tahun 2019

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio Jenis
(tahun) Kelamin
M) ) 3 4) (5)

0-4 111748 105 472 217 220 106

5-9 103.348 99.409 202.757 104
10-14 89.973 85.809 175.782 105
15-19 93.394 97.379 190.773 96
20-24 106.985 108.033 215.018 99
25-29 106.760 110.477 217.237 97
30-34 111.690 109.919 221.609 102
35-39 106.307 105.833 212.140 100
40-44 100.289 96.398 196.687 104
45 — 49 83.491 81.369 164.860 103
50-54 66.856 65.636 132.490 102
55-59 51.027 50.554 101.581 101
60 — 64 34.398 33.463 67.861 103
65 — 69 23.343 20.620 43.963 113
70-74 12.033 12.089 24.122 100

75 + 9.245 13.481 22.726 69
Jumlah 1.210.887 1.195.939 2.406.826 101

Disamping jumlah penduduk, Kualitas penduduk-pun merupakan modal dasar
pembangunan. Kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang
ditamatkan, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin baik
pula kualitas penduduknya. Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan berbagai program
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pendidikan dan keterampilan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang
memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut
partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa
dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).
Capaian indikator kinerja pendidikan Kota Depok dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.8 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Depok

Tahun 2019
No Indikator Kinerja Daerah Capaian Kinerja
(RPIMD) Tahun 2019
Target Realisasi

1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 53% 60.71%
2 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 489 338

3 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata 23 32

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 87.60% 95.17%
5 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,98% 99,16%
6 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 88,50% 96,33%
7 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan 94,10% 97,74%

baik

8 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 64,60% 68,40%
9 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,001% 0,000%
10 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0,001% 0,000%
11 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 100%
12 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,30% 100%
13 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91,10% 94,89%
14 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 88,6% 97,01%

Sumber : LKPJ Kota Depok Tahun 2019

2.1.9. Iklim Berinvestasi

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa iklim investasi mencerminkan

sejumlah faktor yang berkaitan dengan lokasi tertentu yang membentuk kesempatan
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dan insentif bagi pemilik modal untuk melakukan usaha atau investasi secara produktif
dan berkembang. Lebih kongkritnya lagi, iklim usaha atau investasi yang kondusif
adalah iklim yang mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan resiko

serendah mungkin dan menghasilkan keuntungan jangka panjang setinggi mungkin.

Pemerintah, harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang menghambat
investasi. Untuk meningkatkan daya tarik investasi harus menghasilkan kebijakan yang
berkualitas, kebijakan yang menarik investasi, minimal tidak menghambat investasi.
Bonus demografi tidak cukup hanya menjadi bahan presentasi, melainkan perlu segera
diikuti oleh langkah serius menghasilkan tenaga kerja terampil dengan produktivitas
tinggi.

IKlim investasi Kota Depok dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya
kepastian regulasi, jumlah penduduk kota yang cukup banyak, kondisi demografi
kependudukan yang didominasi oleh usia muda, situasi keamanan dan ketertiban
masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus proses perijinan termasuk bea
pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar

lokal dalam menyerap hasil produksi.

2.1.10. Evaluasi Indikator Ekonomi pada Program dan Kegiatan APBD Kota
Depok Tahun 2019

APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019 merupakan pelaksanaan dari RKPD
Kota Depok Tahun 2019 yang juga merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD
Kota Depok Tahun 2016-2021 dan merupakan pemerintahan kepala daerah periode
ketiga dari RPJPD Kota Depok Tahun 2005-2025.

Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD
Kota Depok Tahun 2006-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah. Hasil evaluasi Indikator kinerja

pembangunan Kota Depok tahun 2019 sebagai berikut :
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Tabel 2.9. Capaian Indikator Kinerja Ekonomi Kota Depok Tahun 2019

No Indikator Target 2019 Realisasi 2019
1. Indeks Pembangunan Manusia 81,13 80,82
2. Pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan

Ekonomi (%) 7,50% 6,74% **)
3. PDRB per kapita (berlaku) (rupiah) Rp. 31.140.244,07 Rp. 64.363.243,60

ComTe (2018%)

5. Persentase penduduk diatas garis

kemiskinan (%) 97,60% 97,93%.
6. Partisipasi angkatan kerja (%) 65,80% 65,41%
7. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) 96,90% 45,09%
8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,11 %
9. Persentase koperasi aktif (%) 73,63% 44,00 %
10. Persentase Koperasi sehat (%) 101 M 108 M
11. Penduduk Miskin (%) 2,18% 2,07 %
12. Survey Kepuasan Layanan Masyarakat Baik Baik
13. Kontribusi PDRB ekonomi kreatif n/a n/a

terhadap PDRB (%)
14, Kontribusi sektor pertanian/perkebunan

terhadap PDRB (%) 1,38 % 1,39%
15. Kontribusi sektor pariwisata terhadap .

PDRB (%) 0,07% n/a
16. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap

PDRB (%) 24,06% 21,79%
17. Kontribusi PDRB Tersier (%) 48,70% 32,34%
18. Persentase PAD terhadap Pendapatan 39.20 % 39.68%

Daerah
19. Ketersediaan Pangan Utama (kg)

7.398.540 kg 26.349.000 kg

20. Nilai Pola Pangan Harapan (%) 88.2 91,61

Sumber : LKPJ 2019

Berdasarkan pengukuran kinerja pembangunan Daerah (Tabel 2.10) terdapat
indikator kinerja yang tidak mencapai target yaitu : Indeks Pembangunan Manusia,
Laju Pertumbuhan Ekonomi, Partisipasi angkatan kerja, Kontribusi PDRB sektor
Perdagangan, Kontribusi PDRB Tersier dan Persentase Koperasi Aktif. Indikator

kinerja makro lainnya telah mencapai atau melebihi target.
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2.2  Rencana Target Ekonomi Makro pada Tahun Perencanaan
Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Depok
serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

maka prospek perekonomian daerah Kota Depok adalah sebagai berikut :

2.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan akan tetap mengandalkan
sekto-sektor ekonomi unggulan yaitu pada perdagangan dan jasa. Laju Pertumbuhan
ekonomi (LPE) Kota Depok lebih tinggi dibanding rata-rata nasional maupun Provinsi
Jawa Barat. Fakta ini menunjukkan bahwa Kota Depok dengan keuntungan letak
geografisnya, merupakan kawasan cepat tumbuh yang dicirikan oleh pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, oleh karenanya masih bisa dipacu lebih tinggi lagi.

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Depok pada rentang Tahun 2015-2019
relatif mengalami percepatan dan berfluktuasi antara 6,64 persen-7,28 persen. Namun
paada Tahun 2021, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan sedikit melambat. Hal ini
disebabkan karena wabah Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan
lumpuhnya perekomian dunia termasuk Indonesia. Namun Pemerintah Kota Depok
tetap optimis dan memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,37 -6,4
persen. Hal ini didasari dengan asumsi pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan
membaik, investasi dan perdagangan serta kegiatan ekonomi swasta diperkirakan akan
berangsur pulih pasca wabah Covid-19 dan diharapkan tidak adanya pukulan kedua
atau second wave dari penyebaran Covid-19.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai proyeksi tersebut
dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya beli
masyarakat dan daya saing daerah. Daya saing ditentukan oleh kemampuan ekonomi
daerah, infrastruktur, sumberdaya manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Iklim
investasi terkait dengan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan, regulasi yang
mendukung usaha, stabilitas daerah serta tingkat kriminalitas. Kinerja perkekonomian
dari produksi juga diharapkan mulai pulih seiring normalisasi kegiatan sosial ekonomi

masyarakat.
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2.2.2. Inflasi Kota Depok Tahun 2021

Indikator berikutnya untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah adalah
tingkat inflasi (berdasarkan data Indeks Harga Konsumen). Inflasi penting untuk
diperhitungkan mengingat bahwa indikator ini dapat memberi gambaran seberapa besar
tergerusnya tingkat kesejahteraan masyarakat, karena kenaikan harga barang dapat
menyebabkan lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk jumlah barang/jasa yang
sama di waktu sebelumnya.

Pada rentang waktu 2015-2019 inflasi di Kota Depok mengalami fluktuasi dan
cenderung mengalami kenaikan. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017
sekitar 3,93 persen. Pada tahun 2015 inflasi di Kota Depok tercatat paling rendah
sekitar 1,87 persen. Diperkirakan pada tahun 2021 inflasi di Kota Depok berada di
kisaran 3,0%z* 1 dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke
kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan

jasa pada tahun rencana.

2.2.3. Gini Rasio Kota Depok Tahun 2021

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini Ratio Kota Depok
Tahun 2015-2019 menunjukkan trend yg fluktuatif dari yang paling rendah sekitar
0,3435 pada tahun 2019 dan tertinggi sekitar 0,4010 tahun 2016. Secara umum nilai
gini ratio di Kota Depok masih termasuk dalam ketimpangan sedang. Pemerintah Kota
Depok terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut melalui
berbagai kebijakan dan program seperti Progam peningkatan Kompetensi Usia Kerja,
Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kualitas bagi Keluarga Miskin
dan Rentan. Melalui program dan kebijakan tersebut ditargetkan indeks gini Kota

Depok pada tahun 2021 dipertahankan pada posisi sebesar 0,37-0,40 persen.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Depok Tahun 2021

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan berkisar antara

7,04 — 8,89 persen melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada
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sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu,
meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreunership) bagi pengusaha muda

diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kota Depok.

2.2.5 Tingkat Kemiskinan Kota Depok Tahun 2021

Berdasarkan data kemiskinan Kota Depok Tahun 2015-2019, angka kemiskian
Kota Depok mengalami penurunan dari 2,40 persen pada Tahun 2015 menjadi 2,07
persen pada Tahun 2019. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami
pertumbuhan positif dan semakin pulih akibat dampak Covid-19, diharapkan akan
berdampak pada tingkat kemiskinan. Pada tahun 2021, jumlah warga miskin diprediksi
berkisar antara 2,1 -2,2 persen melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam
penanganan kemiskinan.
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok Tahun 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok cenderung meningkat setiap
tahunnya. Pada tahun 2019, IPM Kota Depok sebesar 80,82 poin mengalami
peningkatan sebesar 0,53 poin dibandingkan Tahun 2018. Tingginya nilai IPM Kota
Depok menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok relatif baik
dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok berdampak pada
kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Depok
mentargetkan IPM Kota Depok mencapai 81,54 poin. Pencapaian target tersebut

didukung dengan kebijakan dan program di sektor pendidikan, Kesehatan dan ekonomi.

2.2.7 Arah Kebijakan Perekonomian Kota Depok
Berdasarkan misi ketiga yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, yaitu mengembangkan
ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan, tujuan pembangunan ekonomi Kota
Depok diarahkan untuk :
1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada
sektor niaga, jasa, dan ekonomi kreatif
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan, menurunkan angka kemiskinan,
pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
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Sejalan dengan tujuan di atas dan hasil musyawarah perencanaan

pembangunan, strategi dan arah kebijakan ekonomi Kota Depok tahun 2021 adalah

sebagai berikut :

1.

10.

Menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan daya beli
masyarakat;

Meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan wira
usaha baru dan pasar kerja berbasis potensi lokal,

Membuka peluang pasar produk kreatif berbasis Teknologi dan Informatika;
Kemudahan investasi serta memperluas kerjasama investasi dengan daerah
lainnya;

Mengembangkan potensi wisata unggulan;

Peningkatan kualitas Usaha Mikro dan Industri Kecil yang berdaya tawar tinggi,
produktif dan efisien serta pembangunan sarana pemasaran atau tempat usaha
bagi Usaha Mikro;

Meningkatkan sarpras perdagangan, sistem dan jaringan distribusi barang,
pengembangan pasar dalam dan luar negeri;

Meningkatkan peran ekonomi kreatif dalam pertumbuhan perkonomian
kewilayahan;

Mengoptimalkan penerimaan PAD, dan sumber pendanaan lain;

Meningkatkan perolehan pendanaan dari APBN,CSR, APBD Provinsi, BUMD
dan pemanfaatan aset daerah;

Pemerintah Kota Depok juga telah menetapkan 11 (sebelas) prioritas

pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2021 sebagai berikut :

1.

© N o o B~ w DN

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Transportasi
Pemenuhan Sanitasi Dasar

Penurunan Kualitas Dan Kuantitas Air Tanah
Impelementasi Dan Pengendalian Tata Ruang
Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi
Penurunan Angka Pengangguran

Percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Peran Keluarga Dalam Pembangunan Karakter Bangsa
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9. Penanganan Lansia, Anak Terlantar Dan Disabilitas
10. Kualitas Sumber Daya Manusia

11. Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan (Smart Government)
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BAB 11l

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD)

Kebijakan Umum APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2021 disusun dengan
mempedomani RKPD Kota Depok Tahun 2021 dan diselaraskan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Pusat Tahun 2021 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden. Berbagai tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Depok,
arah kebijakan pemerintah pusat Tahun 2021 serta asumsi makro APBN menjadi dasar
dalam penyusunannya. Beberapa asumsi makro APBN tersebut adalah: pertumbuhan
ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, indeks

pembangunan manusia dan kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional.

3.1. Asumsi APBN Tahun 2021

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN perlu disajikan karena terkait
dengan struktur anggaran daerah yang sangat tergantung pada dana transfer dari
Pemerintah Pusat. Beberapa asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2021 adalah

sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5% - 5,5% dengan tingkat inflasi secara
nasional berkisar antara 2% - 4%, nilai tukar rupiah terhadap USD Rp. 13.700 — Rp.
14.900, Suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,29% - 8,29%;

2) Tingkat pengangguran terbuka 7,7% - 9,1%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
72,78% - 72,95%, Indeks gini rasio pada kisaran 0,377 -0,379, tingkat kemiskinan
9,2% - 9,7%;

3) Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 -104 dan Nilai Tukar Nelayan di kisaran
102 — 104.

4) Sasaran Pemerataan Pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap

pembangunan nasional : Sumatera 3,9% - 5,1%, Jawa-Bali 4,8% - 55 %,
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Kalimantan 3,6% - 5,7%, Sulawesi 5,4% - 7,0%, Nusa Tenggara 3,5% - 5,2% dan
Papua 2,6% - 5,8%.
Asumsi diatas dapat dicapai melalui kebijakan nasional yang tertuang dalam
7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021, terdiri dari:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi
Pelayanan Publik.
3.2. Laju Inflasi Tahun 2021
Kondisi Perekonomian makro suatu daerah dapat bergerak secara dinamis atau
stagnan. Kondisi tersebut dapat terlihat secara umum dari besaran inflasi atau deflasi.
Jika terjadi inflasi tinggi akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen, yakni
turunnya tingkat daya beli masyarakat sebab nilai uang yang dibelanjakan turun,
sebaliknya jika tidak ada inflasi bahkan terjadi deflasi, hal ini juga tidak
menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan bila terjadi deflasi terus menerus
akan menyebabkan terjadinya stagnasi ekonomi dna akibat selanjutnya akan
menimbulkan resesi ekonomi.

Inflasi Kota Depok Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 3,0 + 1 persen, dengan
asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta
harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana. Untuk
mencapai sesuai target yang diproyeksikan, koordinasi antar pelaku ekonomi, terutama
berbagai institusi yang terlibat dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota

Depok perlu terus diperkuat melalui program-program pengendalian yang lebih

| Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021



terencana dan aplikatif serta sinkronisasi kebijakan dengan komitmen yang kuat dari
berbagai pihak. Pada Grafik di bawah ini diperlihatkan perkembangan inflasi di Kota
Depok.

3.3 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Depok memproyeksikan pertumbuhan
ekonomi berada pada kisaran 5,37 -6,4 persen. Hal ini didasari dengan asumsi
pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan membaik, investasi dan perdagangan serta
kegiatan ekonomi swasta diperkirakan akan berangsur pulih pasca wabah Covid-19.

Strategi percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai proyeksi tersebut
dapat dilakukan melalui berbagai terobosan dalam rangka peningkatan daya beli
masyarakat dan daya saing daerah. Daya saing ditentukan oleh kemampuan ekonomi
daerah, infrastruktur, sumberdaya manusia, dan utamanya iklim berinvestasi. Iklim
investasi terkait dengan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan, regulasi yang
mendukung usaha, stabilitas daerah serta tingkat kriminalitas. Kinerja perkekonomian
dari produksi juga diharapkan mulai pulih seiring normalisasi kegiatan sosial ekonomi
masyarakat. Upaya-upaya tersebut perlu didukung dan dijadikan sebagai dasar

kebijakan dalam penyusunan anggaran Tahun 2021.

3.4. Asumsi Lainnya
Asumsi lain yang juga mempengaruhi dalam penyusunan APBD Kota
Depok Tahun Anggaran 2021 adalah :

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan
wajib untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2021;

2.  Pengalokasian anggaran untuk Gaji ke 13 dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan

Penerima Pensiun atau Tunjangan;
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Pengalokasian anggaran untuk Tunjangan Hari Raya dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan

Penerima Tunjangan;

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK) sesuai formasi tahun 2021.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional (BOS) yang bersumber dari APBN bagi
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Negeri, dianggarkan dalam Kelompok
Belanja Langsung, Program Dana BOS, Kegiatan Dana BOS guna mewujudkan
pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab.

Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sekolah

yang tidak dianggarkan dari dana BOS yang bersumber dari APBN.
Pengalokasian belanja Hibah Dana BOS SD dan SMP Swasta untuk membantu

penyelenggaraan pendidikan pada sekolah swasta.

Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara
konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi
pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh per seratus) dari belanja
daerah, sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten
dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10
persen (sepuluh per seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat
Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan
bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10 % (sepuluh persen) agar
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10.

11.

tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai

kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat
umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang
langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan
dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah yang
besaran alokasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DAU
Tambahan merupakan dana dukungan untuk pemerintah kabupaten/kota dalam
memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah,
sebagaimana pelaksanaan pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan

kewenangannya ke dalam APBD, untuk mendanai program dan Kkegiatan

pembinaan dan pengawasan.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendanai program dan kegiatan pengawasan

dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan

berdasarkan besaran total belanja daerah dengan klasifikasi sebagai berikut :

a) sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sekurang-
kurangnya sebesar 1 % (satu persen) dari total belanja daerah;

b) diatas Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun) sampai dengan Rp.
2.000.000.000.000,00 (dua triliun) sekurang-kurangnya sebesar 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

c) diatas Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sekurang-kurangnya
sebesar 0,50 % (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan
diatas Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah

melebihi perhitungan tersebut di atas, pengalokasian anggaran program dan
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12.

kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Daerah
tidak diperkenankan mengurangi besaran presentase alokasi anggaran dimaksud.

Pengalokasian dana kelurahan paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU tambahan yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan keuangan Kota Depok Tahun 2021 secara umum disusun dalam
rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun
2016-2021, namun tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu
penopang strategis dalam implementasi pembangunan. Kebijakan keuangan daerah
Kota Depok disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yatu
transparan, akuntabilitas dan value for money. Transparansi memberikan arti bahwa
anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses
anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat.  Akuntabilitas
adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran
mulai  dari  perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan  harus  dapat
dipertanggungjawabkan. Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam
proses penganggaran Yyaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip
tersebut sejalan dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
disebutkan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kebijakan keuangan daerah disusun secara rasional dengan memperhatikan
kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah, dalam hal ini belanja
daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah.
Pendapatan diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan
belanja merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Pandemi Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi pada tahun 2020
ini berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Kota Depok,

sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada sektor pendapatan negara maupun
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pendapatan daerah. Oleh karena itu pada Tahun 2021, kebijakan keuangan daerah Kota
Depok difokuskan pada kebijakan memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya pada
sektor pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib,
mengikat dan untuk peningkatan daya beli serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu
juga difokuskan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2016-2021, pemenuhan janji
Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta belanja untuk mendukung kebijakan yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4.1. PENDAPATAN DAERAH
Salah satu sumber penerimaan kas daerah adalah pendapatan daerah.
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah
yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun
anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam
pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan
belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan
bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber
pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang
Sah;

b. Dana Perimbangan, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah;

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah lainnya.

Selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos- pos

Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021.

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada
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tahun anggaran berkenaan;

2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;

3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

4.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada

tahun anggaran berkenaan

4.1.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan umum Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah

mengoptimalkan pencapaian Pendapatan Asli Daerah melalui :

1.

2
3
4.
5

. Peningkatan disiplin wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran dan

Perbaikan sistem dan manajemen pengelolaan keuangan daerah,

Melakukan optimalisasi pelayanan pajak

Melakukan pemutakhiran data objek pajak;

Penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

peningkatan kualitas SDM pengelola pendapatan;

Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis

pajak.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran

2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki

kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam penganggaran pendapatan

daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a)

b)

Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah
berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data
potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan
kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti

pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat
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d)

9)

h)

inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah
daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak
atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis
teknologi.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor
paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada
kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima
puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan
hukum oleh aparat yang berwenang.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok
yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan
pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk
pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan
dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja

lokal dan diatur dalam perda.
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i)

)

K)

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan

peningkatan pelayanan angkutan umum.

Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan
Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau
Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis
pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian
objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek

pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan
sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang
bersangkutan.

Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama
lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang
diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;

2) menghambat mobilitas penduduk;

3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.a).1)p)

dan butir 1.a).1)p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
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0) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub

rincian objek.

. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah
atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang
dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam
jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden,
bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi
pemerintah daerah;

b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu
dalam jangka waktu tertentu;

c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari investasi yang bersangkutan;

d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah
daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta

dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

¢) hasil kerja sama daerah;

d) jasagiro;

e) hasil pengelolaan dana bergulir;
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f) pendapatan bunga;
g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-
menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,
penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya

merupakan Pendapatan Daerah;
i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
J) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k) pendapatan denda pajak daerah;
I) Pendapatan denda retribusi daerah;
m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n) pendapatan dari pengembalian;
0) pendapatan dari BLUD; dan

p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat
mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun
Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan
kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan
mengenai barang milik daerah.

4.1.1.2 Pendapatan Transfer
Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:
1. Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :
a) Dana perimbangan
Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:
(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:
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(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas
DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan
dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri
dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling
tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak
Tahun Anggaran 2021 vyang dipublikasikan melalui portal
Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir
didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018
dan Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dan/atau terdapat
perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang
dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-
Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)

dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan
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Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT
menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada
realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran
2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-
CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 telah
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD
Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021
dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya
Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

(1) DBH-Kehutanan;

(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan
dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran
2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-

SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi
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DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan
realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan
mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir
didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga)
tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018
dan Tahun Anggaran 2017

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan
dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi
mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 melalui portal
Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang
APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus
menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021
seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih
pendapatan Tahun Anggaran 2020, pendapatan lebih tersebut
dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021
dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang

dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
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Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021
belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu
Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran
2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi
Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021
tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021
melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda
tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah
harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran
2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi
mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan
melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau
informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui
portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran
pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai
alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian
Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran
2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada
pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang
diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran

2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah
bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun
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Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana
Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian
Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus
langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun
Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus
Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan
setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud
dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang
tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk
memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun
Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah
Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian
Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana
Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi
mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal
Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun

Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
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Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana
Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c) Dana Otonomi Khusus
Dana otonomi khusus dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki
otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi
Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui
portal Kementerian Keuangan.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum
dipublikasikan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan

pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021
ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah
Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka pemerintah
daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan
melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

2. Transfer Antar Daerah
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Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil
Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah
yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah
pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.
Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2021, penganggarannya didasarkan
pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan
memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019.
Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum
direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun
Anggaran 2020, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah

provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat
khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota
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Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat
umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan
dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat
khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan
bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain
pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri
yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun

pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
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Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan
untuk memberikan hibah.
Dana darurat
Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada
pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak
yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah
daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan
fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2021
ditetapkan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, maka
pemerintah daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan
perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain meliputi:
a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021,
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun

Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah,
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b)

objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan
Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut
diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021
ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah
Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,
untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana
BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota
akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan
pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak
disetor kepada RKUD Provinsi.

Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus
produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan, dianggarkan dalam APBD dengan mempertimbangkan
realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu yaitu
Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017, dan
rencana produksi pengusahaan panas bumi pada tahun berjalan.

Selanjutnya, penganggaran pendapatan berasal dari bonus produksi
pengusahaan panas bumi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan
kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berjalan, baik yang bersifat kontraktual

maupun non kontraktual.
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4.1.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD)

Pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disebutkan pada
pasal 2630 ayat (1) terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, ada 9 jenis pajak yang menjadi objek
pajak daerah di Kota Depok yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak  Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (Perkotaan dan Perdesaan),
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan retribusi
daerah  dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu . Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Retribusi Jasa
Umum terdiri 9 jenis retribusi vyaitu dari Retribusi Pelayanan Kesehatan,
Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pemakaman/Pengabuan Mayat, Retribusi
Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi
Pemeriksaan  Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Laboratorium
Lingkungan.

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari 4 jenis retribusi yaitu : Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi  Terminal, Retribusi Tempat Khusus
Parkir dan Retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan Retribusi Perijinan Tertentu
terdiri dari 4 jenis Retribusi yaitu Retribusi IMB, Retribusi Gangguan/Keramaian,
Retribusi Trayek dan Retribusi 1zin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Tirta Asasta dan Bank BJB. Sedangkan yang diperoleh dari Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagian besar akan diperoleh dari Penerimaan
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Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga
Deposito, Pendapatan BLUD-RSUD, Pendapatan BLUD Puskesmas dan PAD Lainnya
termasuk penerimaan kontribusi tahunan dari Bangun Guna Serah (BGS) Optimalisasi

Terminal Terpadu.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2020 dan rencana tahun
2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1 Perkembangan Target dan Kontribusi PAD Terhadap APBD
Kota Depok Tahun 2012-2020 dan Rencana Tahun 2021

NO  Tahun PAD Pertumbuhan Pendapatan Kontri
busi
Rp (%) PAD
(%)
1 2012 387,942,005,405.00 130,477,191,858.26 50.68 1,551,899,020,090.97  25.00
2 2013 458,641,602,021.00 70,699,596,616.00 18.22 1,552,243,507,538.00  29.55
3 2014 588,606,351,921.00 129,964,749,900.00 28.34 2,229,209,498,346.61  26.40
4 2015 669,967,429,646.00 81,361,077,725.00 13.82 2,162,654,892,839.29  30.98
5 2016 795,350,560,845.00 125,383,131,199.00 18.71 2,263,644,040,977.52  35.14
6 2017 919,229,418,379.92 123,878,857,534.92 15.58 2,493,841,067,532.92  36.86
7 2018 3,652,382,928,347.98  27.58
1,007,434,833,378.00 88,205,414,998.08 9.60
8 2019 3,869,161,518,807.55  29.42
1,138,499,654,711.00 131,064,821,333.00 13.01
9 2020 3,698,783,823,997.00  34.32
1,269,422,760,810.00 130,923,106,099.00 11.50
10 2021 1,336,982,388,657.00 67,559,627,847.00 5.32 2,951,198,700,128.00  45.30
Rata-rata 18.48 32.06

Sumber : Data APBD 2012-2020,Target 2021

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kota Depok merencanakan target
(PAD) pada Tahun 2021
meningkat sebesar 5,32 persen dibandingkan estimasi

Pendapatan Asli  Daerah
1.336.982.388.657,00,-
penerimaan tahun 2019. Pertumbuhan PAD dalam kurun waktu 10 tahun (2012-

2020) rata-rata sebesar 18,48 persen dan kontribusi PAD terhadap Pendapatan APBD

sebesar Rp.

Kota Depok rata-rata sebesar 32,06 persen.

4.1.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan

transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Transfer
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pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi

khusus, dana keistimewaan dan dana desa, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari

pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
2012 - 2020 dan rencana tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perkembangan Dana transfer tahun

Tabel 4.2 Perkembangan Target dan Kontribusi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat pada APBD Kota Depok Tahun 2012-2020 dan Rencana Tahun

2021
No  Tahun  Pendapatan Transfer Pertumbuhan Pendapatan Kontrib
usi DP
Rp (%) (%)
1 2012 804,427,210,250.00 133,892,644,512.00 19.97 1,551,899,020,090.97 51.84
2 2013 850,715,828,330.00 46,288,618,080.00 5.75 1,552,243,507,538.00 54.81
3 2014 968,617,194,665.00 117,901,366,335.00 13.86 2,229,209,498,346.61 43.45
4 2015 977,223,332,192.00 8,606,137,527.00 0.89 2,162,654,892,839.29 45.19
5 2016 951,143,625,000.00 -26,079,707,192.00 -2.67 2,263,644,040,977.52 42.02
6 2017 1,205,435,772,214.00 254,292,147,214.00 26.74 2,493,841,067,532.92 48.34
7 2018 1,186,625,862,572.00 -18,809,909,642.00 -1.56 3,652,382,928,347.98 32.49
8 2019 1,247,910,086,447.00 61,284,223,875.00 5.16 3,869,161,518,807.55 32.25
9 2020 -181,157,582,447.00 -14.52 3,698,783,823,997.00 28.84
1,066,752,504,000.00
10 2021 410,725,107,471.00 38.50 2,951,198,700,128.00 50.06
1,477,477,611,471.00
Rata-rata 9.21 42.93

Sumber : Data APBD 2012-2020,Target 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa

Pusat tahun 2012-2021 mengalami rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 9,21 persen

pendapatan transfer Pemerintah

dan rata-rata kontribusi sebesar 42,93 persen, hal tersebut menunjukkan tingkat
ketergantungan Pemerintah Kota Depok terhadap Penerimaan Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat, khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih cukup
kuat namun dengan kecenderungan yang menurun, dan secara bertahap ketergantungan
Kota Depok terhadap Dana Perimbangan sejalan dengan meningkatnya pendapatan dari
sektor PAD akan berkurang. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan
kewenangan Pemerintah maka kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat, namun demikian Pemerintah Kota
Depok tetap mengharapkan adanya peningkatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
khususnya yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Sumber
Khusus berdasarkan

Daya Alam, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi
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hasil koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat dan Lain-lain

pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pada tahun

2021 Kota Depok merencanakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang saha sebesar Rp.
136.738.700.000,00.

4.1.3 Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan Tahun 2021, maka

upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain

1.

Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, termasuk
retribusi IMB;

Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
Peningkatan kualitas  dan optimalisasi pengelolaan aset  untuk
peningkatan pendapatan;

Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai
upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan
retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket  pembayaran,
pendaftaran dan pembayaran  secara online/ATM/internet banking dan market
place, pemasangan spanduk/baliho /billboard dan  sosialisasi  pelaksanaan
pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

Peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis di bidang Pendapatan
Daerah dengan  Pemerintah  Pusat (BPN) dan Pemerintah Provinsi (pajak
kendaraan bermotor);

Penyempurnaan database obyek Pajak PBB termasuk
penyesuaian Zona Nilai Tanah dan penyesuaian harga komponen bahan
bangunan;

Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;

Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan
pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;

Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui  pemberian

penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.
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10. Optimalisasi intensifikasi dan  ekstensifikasi pemungutan  Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk
kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;

11. Kewajiban untuk mendaftarkan NPWP  Cabang/lokasi bagi penyedia
barang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.

12. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan
perpajakan.

13. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam

perhitungan alokasi Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

4.2. BELANJA DAERAH

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total
Perkiraan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu
diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan
Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
belanja daerah.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target
capaian prioritas pembangunan nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat tahun 2021
sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan
pasca pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus
terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan
ekonomi. Belanja Daerah juga wajib dialokasikan untuk mendanai urusan

Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
dan kelurahan.

Pemerintah daerah telah menetapkan capaian target kinerja setiap belanja, baik
dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,
yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu,
belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja,
rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengn
Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya
digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang
APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar
harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden
mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah
menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka
pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Tabel 4.3 Perkembangan Rencana Belanja Daerah pada APBD Kota Depok
Tahun 2012-2020 dan Rencana Tahun 2021

No Tahun Rencana Belanja Pertumbuhan Persentase
Pertumbuhan
1 2012 1,854,609,216,016.55 275,567,178,853.52 17.45
2 2013 1,817,100,741,345.00 (37,508,474,671.55) (2.02)
3 2014 2,097,914,920,123.16 280,814,178,778.16 15.45
4 2015 2,534,771,028,583.64 436,856,108,460.48 20.82
5 2016 2,820,344,040,977.52 285,573,012,393.88 11.27
6 2017 2,742,636,036,305.01 (77,708,004,672.51) (2.76)
7 2018 3,523,746,275,418.88 781,110,239,113.87 28.48
8 2019 3,769,161,518,807.55 245,415,243,388.67 6.96
9 2020 3,624,689,323,997.00 (144,472,194,810.55) (3.83)
10 2021 3,534,507,835,167.00 (90,181,488,830.00) (2.49)
Rata-rata 8.93
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Pada Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa secara nominal besaran belanja

daerah dari Tahun 2012-2019 cenderung meningkat, tetapi apabila melihat angka

pertumbuhan belanja daerah secara umum menunjukkan perkembangan yang fluktuatif,

naik dan turun dengan rata-rata angka pertumbuhan menunjukan pertumbuhan sebesar

8,93 persen.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mendanai :

1.

Mengalokasikan Belanja Operasi termasuk di dalamnya belanja pegawai, belanja
barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dan mengalokasikan
Belanja Modal serta Belanja Tidak Terduga;

Mengalokasikan Belanja Pegawai untuk tambahan penghasilan kepada pegawai
ASN, sesuai dengan surat persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia nomor 900/236/Keuda, tanggal 20 Januari 2020, perihal Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun Anggaran
2020 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokraso Republik Indonesia Nomor B/1161/M.SM.04.00/2018, tanggal 30
November 2018, perihal Persetujuan Penetapan Hasil EvaluasiJabatan di
Lingkungan Pemerintah Kota Depok serta memperhatikan kemampuan keuangan
daerah. Jumlah besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dapat dilihat pada
Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 Rincian Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Obyektif

Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara Kota Depok Tahun 2021

NO.

JABATAN KELAS Besaran Tambahan
JAB. Penghasilan Tahun
Anggaran 2021

JABATAN STRUKTURAL

1 | Sekretaris Daerah 15 Rp 31,696,500.00

2 | Asisten 14 Rp 25,212,000.00

3 | Inspektur 14 Rp 28,784,250.00

4 | Kepala BKD/ Kepala Bappeda 14 Rp 25,212,000.00

5 | Kepala Badan/Dinas (selain BKD/ 14 Rp 25,212,000.00
Inspektorat/Bapedda)

6 | Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja 14 Rp 25,212,000.00
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Sekretaris DPRD 14 Rp 25,212,000.00
Staff Ahli 13 Rp 19,923,750.00
Direktur RSUD 13 Rp 17,448,750.00
10 | Camat 12 Rp 17,448,750.00
11 | Kepala Bagian Pada Setda 12 Rp 17,448,750.00
12 | Kepala Kantor Kesbhangpol 12 Rp 17,448,750.00
13 | Sekretaris pada Inspektorat Daerah 12 Rp 19,805,667.00
14 | Sekretaris Badan/Dinas (BKD/Bapedda) 12 Rp 17,448,750.00
15 | Sekretaris Badan/Dinas (selain 12 Rp 17,448,750.00
BKD/Inspektorat/Bapedda)
16 | Kepala Bagian pada Setwan 11 Rp 17,448,750.00
17 | Sekretaris Kecamatan 11 Rp 15,518,250.00
18 | Kabag TU RSUD 11 Rp 15,746,500.00
19 | Kepala Bidang 11 Rp 15,746,500.00
20 | Inspektur Pembantu Wilayah 11 Rp 19,111,142.00
21 | Lurah 9 Rp 9,759,750.00
22 | Kepala Seksi Kecamatan 9 Rp 10,224,500.00
23 | Kepala UPT 9 Rp 11,011,000.00
24 | Kepala UPT Puskesmas 9 Rp 10,224,500.00
25 | Kasubag pada Inspektorat 9 Rp 11,808,485.00
26 | Kasi/ Kasubag PD Selain Inspektorat Daerah 9 Rp 10,403,250.00
27 | Kasubag Kecamatan 8 Rp 8,547,000.00
28 | Sekretaris Kelurahan 8 Rp 8,712,000.00
29 | Kasi Kelurahan 8 Rp 8,547,000.00
30 | Kasubag TU UPT 8 Rp 8,547,000.00
JABATAN PELAKSANA
1 | Rumpun Analis 7 Rp 5,629,250.00
2 | Bendahara 7 Rp 5,629,250.00
3 | Analis/Bendahara pada Inspektorat 7 Rp 6,389,630.00
4 | Rumpun Fasilitator 7 Rp 5,629,250.00
5 | Inspektur Sarana dan Prasarana 7 Rp 5,629,250.00
6 | Koordinator Penyiapan Naskah 7 Rp 5,629,250.00
7 | Rumpun Pemeriksa 7 Rp 5,629,250.00
8 | Rumpun Penata 7 Rp 5,629,250.00
9 | Rumpun Penelaah 7 Rp 5,629,250.00
10 | Rumpun Pengawas 7 Rp 5,629,250.00
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11 | Rumpun Pengendali Rp 5,629,250.00
Rp 5,629,250.00
Rp 5,629,250.00
Rp 5,629,250.00
Rp 5,629,250.00

Rp 5,629,250.00

12 | Rumpun Penilai

13 | Rumpun Penyidik

14 | Rumpun Penyuluh

15 | Rumpun Penyusun

16 | Rumpun Perancang

17 | Ajudan Rp 4,933,500.00
18 | Jurnalis Rp 4,933,500.00
19 | Notulis Rp 4,933,500.00

20 | Rumpun Pengatur Rp 4,933,500.00
Rp 5,599,900.00
Rp 4,933,500.00
Rp 4,933,500.00
Rp 4,933,500.00
Rp 4,933,500.00
Rp 4,933,500.00
Rp 4,933,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,588,547.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00
Rp 4,042,500.00

21 | Pengolah / Pengelola pada Inspektorat

22 | Rumpun Pengolah

23 | Rumpun Pengelola

24 | Rumpun Pranata

25 | Sekretaris

26 | Tenaga Peliputan
27 | Verifikator

28 | Binatu Rumah Sakit
29 | Rumpun Juru

30 | Rumpun Operator

31 | Rumpun Pemelihara

32 | Pengadministrasi pada Inspektorat Daerah

33 | Rumpun Pengadministrasi

34 | Pengemudi Pemadam Kebakaran
35 | Pengemudi VIP
36 | Perawat Ternak

37 | Petugas

o1 o1 o1 o1 O1 O O1] O] O1] O1] O1] O] O] O] O] O] O| O| O| O| O| O| N| N| N| N| N| N

38 | Pranata Taman / Pranata Pasukan
Pengamanan Dalam / Pranata Jamuan
39 | Rumpun Teknisi

40 | Pengemudi Ambulan
41 | Juru Pungut Restribusi
42 | Penagih Retribusi

43 | Pengemudi

Rp 4,042,500.00
Rp 3,872,000.00
Rp 3,366,000.00
Rp 3,366,000.00
Rp 3,366,000.00
Rp 3,366,000.00
Rp 2,926,000.00

44 | Petugas Keamanan

| W Wl W wl B~ O

45 | Rumpun Pramu
JABATAN FUNGSIONAL

| Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021



1 Administrator Kesehatan Pertama 8 Rp 7,040,000.00

2 Administrator Kesehatan Muda 9 Rp 7,452,500.00

3 Administrator Kesehatan Madya 11 Rp 10,615,000.00

4 Analis Analis Keuangan Pusat dan Daerah 8 Rp 7,122,500.00
Pertama

5 | Analis Analis Keuangan Pusat dan Daerah 9 Rp 8,140,000.00
Muda

Analis Kepegawaian Terampil Rp 5,291,000.00
Rp 6,080,250.00
Rp 6,765,000.00
Rp 7,040,000.00
10 | Analis Kepegawaian Muda Rp 7,452,500.00

11 | Analis Kepegawaian Madya 11 Rp 10,615,000.00

Analis Kepegawaian Mahir

6
7
8 Analis Kepegawaian Penyelia
9 Analis Kepegawaian Pertama

©O©| 00| 00| N| O

12 | Apoteker Pertama 8 Rp 4,500,000.00
13 | Apoteker Muda 9 Rp 4,500,000.00
14 | Apoteker Madya 11 Rp 5,000,000.00
15 | Apoteker Utama 13 Rp 5,000,000.00

16 | Arsiparis Terampil 6 Rp 5,291,000.00
17 | Arsiparis Mahir 7 Rp 6,080,250.00
18 | Arsiparis Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
8
9

19 | Arsiparis Pertama Rp 7,040,000.00
20 | Arsiparis Muda Rp 7,452,500.00
21 | Arsiparis Madya 11 Rp 10,615,000.00
22 | Arsiparis Utama 13 Rp 13,667,500.00
23 | Asisten Apoteker Terampil Pemula 5 Rp 3,500,000.00
24 | Asisten Apoteker Terampil 6 Rp 4,000,000.00
25 | Asisten Apoteker Mahir 7 Rp 4,000,000.00
26 | Asisten Apoteker Penyelia 8 Rp 4,500,000.00

8

9

27 | Auditor Pertama Rp 8,792,960.00
28 | Auditor Muda Rp 10,850,840.00
29 | Auditor Madya 11 Rp 14,468,245.00
30 | Bidan Terampil 6 Rp 4,000,000.00
31 | Bidan Mahir 7 Rp 4,000,000.00
32 | Bidan Penyelia 8 Rp 4,500,000.00

8

9

33 Bidan Pertama Rp 4,500,000.00
34 | Bidan Muda Rp 4,500,000.00
35 | Bidan Madya 11 Rp 5,000,000.00
36 | Dokter Pertama 9 Rp 4,500,000.00
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37 | Dokter Muda 10 Rp 4,500,000.00

38 | Dokter Madya 12 Rp 5,000,000.00
39 | Dokter Utama 14 Rp 5,000,000.00
40 | Dokter Spesialis Pertama 9 Rp 5,500,000.00
41 | Dokter Spesialis Muda 10 Rp 5,500,000.00
42 | Dokter Spesialis Madya 12 Rp 6,000,000.00
43 | Dokter Spesialis Utama 14 Rp 6,000,000.00
44 | Dokter Gigi Pertama 9 Rp 4,500,000.00
45 | Dokter Gigi Muda 10 Rp 4,500,000.00
46 | Dokter Gigi Madya 12 Rp 5,000,000.00
47 | Dokter Gigi Utama 14 Rp 5,000,000.00
48 | Dokter Gigi Spesialis Pertama 9 Rp 5,500,000.00
49 | Dokter Gigi Spesialis Muda 10 Rp 5,500,000.00
50 | Dokter Gigi Spesialis Madya 12 Rp 6,000,000.00
51 | Dokter Gigi Spesialis Utama 14 Rp 6,000,000.00

52 | Fisioterapis Terampil Rp 4,000,000.00
53 | Fisioterapis Mahir Rp 4,000,000.00

6
7
54 | Fisioterapis Penyelia 8 Rp 4,500,000.00
8
9

55 | Fisioterapis Pertama Rp 4,500,000.00

Rp 4,500,000.00

56 | Fisioterapis Muda

57 | Fisioterapis Madya 11 Rp 5,000,000.00
58 | Terampil Guru (Non Jenjang) 7 Rp 1,200,000.00
59 | Guru Pertama 8 Rp 1,300,000.00
60 | Guru Muda 9 Rp 1,400,000.00
61 Guru Madya 11 Rp 1,500,000.00
62 | Guru Utama 13 Rp 1,600,000.00
63 Mediator Hubungan Industrial Pertama 8 Rp 7,040,000.00
64 | Mediator Hubungan Industrial Muda 9 Rp 7,452,500.00
65 | Mediator Hubungan Industrial Madya 11 Rp 10,615,000.00
66 | Medik Veteriner Pertama 8 Rp 7,040,000.00
67 | Medik Veteriner Muda 9 Rp 7,452,500.00
68 | Medik Veteriner Madya 11 Rp 10,615,000.00
69 | Medik Veteriner Utama 13 Rp 13,667,500.00

70 | Nutrisionis Terampil 6 Rp 4,000,000.00
71 | Nutrisionis Mahir 7 Rp 4,000,000.00
72 | Nutrisionis Penyelia 8 Rp 4,500,000.00

8 Rp 4,500,000.00
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74 | Nutrisionis Muda 9 Rp 4,500,000.00
75 | Nutrisionis Madya 11 Rp 5,000,000.00
76 | Operator Transmisi Sandi Terampil 6 Rp 5,291,000.00
77 | Operator Transmisi Sandi Mahir 7 Rp 6,080,250.00
78 | Operator Transmisi Sandi Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
79 | Pamong Belajar Pertama 8 Rp 7,040,000.00
80 | Pamong Belajar Muda 9 Rp 7,452,500.00
81 | Pamong Belajar Madya 11 Rp 10,615,000.00
82 | Paramedik Veteriner Terampil Pemula 5 Rp 4,312,000.00
83 | Paramedik Veteriner Terampil 6 Rp 5,291,000.00
84 | Paramedik Veteriner Mahir 7 Rp 6,080,250.00
85 | Paramedik Veteriner Terampil Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
86 | Pekerja Sosial Terampil Pemula 5 Rp 4,312,000.00
87 | Pekerja Sosial Terampil 6 Rp 5,291,000.00
88 | Pekerja Sosial Mahir 7 Rp 6,080,250.00
89 | Pekerja Sosial Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
90 | Pekerja Sosial Pertama 8 Rp 7,040,000.00
91 | Pekerja Sosial Muda 9 Rp 7,452,500.00
92 | Pekerja Sosial Madya 11 Rp 10,615,000.00
93 | Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama pada 8 Rp 7,040,000.00
Unit Kerja Non BLUD
94 | Pembimbing Kesehatan Kerja Muda pada 9 Rp 8,552,500.00
Unit Kerja Non BLUD
95 | Pembimbing Kesehatan Kerja Madya pada 11 Rp 10,615,000.00
Unit Kerja Non BLUD
96 | Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama pada 8 Rp 4,500,000.00
Unit Kerja BLUD
97 | Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama pada 9 Rp 4,500,000.00
Unit Kerja BLUD
98 | Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama pada 11 Rp 5,000,000.00
Unit Kerja BLUD
99 | Pembina Jasa Konstruksi Pertama 8 Rp 7,040,000.00
100 | Pembina Jasa Konstruksi Muda 10 Rp 9,542,500.00
101 | Pembina Jasa Konstruksi Madya 12 Rp 11,742,500.00
102 | Pembina Jasa Konstruksi Utama 14 Rp 16,610,000.00
103 | Penata Ruang Pertama 8 Rp 7,040,000.00
104 | Penata Ruang Muda 9 Rp 7,452,500.00
105 | Penata Ruang Madya 11 Rp 10,615,000.00
106 | Peneliti Pertama 8 Rp 7,040,000.00
107 | Peneliti Muda 9 Rp 7,452,500.00
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108 | Peneliti Madya 11 Rp 10,615,000.00
109 | Peneliti Utama 13 Rp 13,667,500.00
110 | Penera Terampil 6 Rp 5,291,000.00
111 | Penera Mahir 7 Rp 6,080,250.00
112 | Penera Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
8
9

113 | Penera Pertama
114 | Penera Muda

Rp 7,040,000.00
Rp 8,552,500.00

115 | Penera Madya 11 Rp 10,615,000.00
116 | Penerjemah Pertama 8 Rp 7,040,000.00
117 | Penerjemah Muda 9 Rp 7,452,500.00
118 | Penerjemah Madya 11 Rp 10,615,000.00
119 | Penerjemah Utama 13 Rp 13,667,500.00

120 | Pengantar Kerja Terampil Rp 5,291,000.00
121 | Pengantar Kerja Mahir Rp 6,080,250.00

6
7
122 | Pengantar Kerja Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
8
9

123 | Pengantar Kerja Pertama Rp 7,040,000.00
124 | Pengantar Kerja Muda Rp 7,452,500.00

125 | Pengantar Kerja Madya 11 Rp 10,615,000.00

126 | Pengamat Tera Pemula 5 Rp 4,312,000.00
127 | Pengamat Tera Terampil 6 Rp 5,291,000.00
128 | Pengamat Tera Mahir 7 Rp 6,080,250.00
129 | Pengamat Tera Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
130 | Pengawas Ketenagakerjaan Terampil 6 Rp 5,291,000.00
131 | Pengawas Ketenagakerjaan Mahir 7 Rp 6,080,250.00
132 | Pengawas Ketenagakerjaan Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
133 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama 8 Rp 7,040,000.00
134 | Pengawas Ketenagakerjaan Muda 9 Rp 7,452,500.00
135 | Pengawas Ketenagakerjaan Madya 11 Rp 10,615,000.00
136 | Pengawas Lingkungan Hidup Pertama 8 Rp 7,040,000.00
137 | Pengawas Lingkungan Hidup Muda 9 Rp 7,452,500.00
138 | Pengawas Lingkungan Hidup Madya 11 Rp 10,615,000.00
139 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan 8 Rp 8,792,960.00
Pemerintahan di Daerah Pertama
140 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan &) Rp 10,850,840.00
Pemerintahan di Daerah Muda
141 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan 11 Rp 14,468,245.00
Pemerintahan di Daerah Madya
142 | Pengawas Sekolah Pertama 8 Rp 2,000,000.00
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143 | Pengawas Sekolah Muda 9 Rp 2,000,000.00

144 | Pengawas Sekolah Madya 11 Rp 2,500,000.00

145 | Pengawas Sekolah Utama 13 Rp 2,500,000.00

146 | Pengawas Kemetrologian Pertama 8 Rp 6,875,000.00

147 | Pengawas Kemetrologian Muda 9 Rp 8,112,500.00

148 | Pengawas Kemetrologian Madya 11 Rp 10,725,000.00

149 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 8 Rp 7,205,000.00
Pertama

150 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda 9 Rp 7,617,500.00

151 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 11 Rp 10,780,000.00
Madya

152 | Pengembang Teknologi Pembelajaran 8 Rp 7,040,000.00
Pertama

153 | Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda 9 Rp 7,452,500.00

154 | Pengembang Teknologi Pembelajaran 11 Rp 10,615,000.00
Madya

155 | Pengendali Dampak Lingkungan Terampil Rp 5,505,500.00
156 | Pengendali Dampak Lingkungan Mabhir Rp 6,261,750.00

6
7
157 | Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia 8 Rp 6,930,000.00
8
9

158 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama Rp 7,205,000.00
159 | Pengendali Dampak Lingkungan Muda Rp 7,617,500.00

160 | Pengendali Dampak Lingkungan Madya 11 Rp 10,615,000.00

161 | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil 5 Rp 4,312,000.00
Pemula
162 | Penguji Kendaraan Bermotor Terampil 6 Rp 5,505,500.00
163 | Penguji Kendaraan Bermotor Mahir 7 Rp 6,261,750.00
164 | Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia 8 Rp 6,930,000.00
165 | Penguji Mutu Barang Terampil 6 Rp 5,398,250.00
166 | Penguji Mutu Barang Mahir 7 Rp 6,171,000.00
167 | Penguji Mutu Barang Penyelia 8 Rp 6,847,500.00
168 | Penguji Mutu Barang Pertama 8 Rp 7,122,500.00
169 | Penguji Mutu Barang Muda 9 Rp 7,452,500.00
170 | Penguji Mutu Barang Madya 11 Rp 10,615,000.00
171 | Penilik Pertama 8 Rp 5,000,000.00
172 | Penilik Muda 9 Rp 5,500,000.00
173 | Penilik Madya 11 Rp 6,000,000.00
174 | Penilik Utama 13 Rp 6,500,000.00
175 | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil 5 Rp 4,884,000.00
Pemula
176 | Penyuluh Keluarga Berencana Terampil 6 Rp 5,970,250.00
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177 | Penyuluh Keluarga Berencana Mahir 7 Rp 6,261,750.00
178 | Penyuluh Keluarga Berencana Penyelia 8 Rp 6,930,000.00
179 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama 8 Rp 7,205,000.00
180 | Penyuluh Keluarga Berencana Muda 9 Rp 7,617,500.00
181 | Penyuluh Keluarga Berencana Madya 11 Rp 11,165,000.00
182 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil Rp 5,505,500.00
183 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir Rp 6,261,750.00

6
7
184 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia 8 Rp 6,930,000.00
8
9

185 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama Rp 7,205,000.00

Rp 7,617,500.00

186 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda

187 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya 11 Rp 10,606,750.00

188 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama 8 Rp 4,500,000.00
pada Unit Kerja BLUD

189 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda pada 9 Rp 4,500,000.00
Unit Kerja BLUD

190 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pada 11 Rp 5,000,000.00

Unit Kerja BLUD
191 | Penyuluh Perikanan Terampil Pemula

5 Rp 5,016,000.00
192 | Penyuluh Perikanan Terampil 6 Rp 5,505,500.00
193 | Penyuluh Perikanan Mabhir 7 Rp 6,261,750.00
194 | Penyuluh Perikanan Penyelia 8 Rp 6,930,000.00
8
9

195 | Penyuluh Perikanan Pertama
196 | Penyuluh Perikanan Muda

Rp 7,205,000.00
Rp 7,617,500.00

197 | Penyuluh Perikanan Madya 11 Rp 10,606,750.00

198 | Penyuluh Perikanan Utama 13 Rp 13,659,937.50

199 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan 6 Rp 5,505,500.00
Terampil

200 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan 7 Rp 6,261,750.00
Mahir

201 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan 8 Rp 6,930,000.00
Penyelia

202 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan 8 Rp 7,205,000.00
Pertama

203 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan 9 Rp 7,617,500.00
Muda

204 | Penyuluh Perindustrian & Perdagangan 11 Rp 10,606,750.00
Madya

205 | Penyuluh Pertanian Terampil Pemula
206 | Penyuluh Pertanian Terampil
207 | Penyuluh Pertanian Mahir

Rp 5,016,000.00
Rp 5,505,500.00
Rp 6,261,750.00
Rp 6,930,000.00

| N| o o1

208 | Penyuluh Pertanian Penyelia
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209 | Penyuluh Pertanian Pertama 8 Rp 7,205,000.00

210 | Penyuluh Pertanian Muda 9 Rp 7,617,500.00

211 | Penyuluh Pertanian Madya 11 Rp 11,165,000.00

212 | Penyuluh Pertanian Utama 13 Rp 13,674,705.00

213 | Penyuluh Sosial Pertama 8 Rp 7,205,000.00

214 | Penyuluh Sosial Muda 9 Rp 7,617,500.00

215 | Penyuluh Sosial Madya 11 Rp 10,606,750.00

216 | Perancang Peraturan Perundang-undangan 8 Rp 7,040,000.00
Pertama

217 | Perancang Peraturan Perundang-undangan 9 Rp 7,452,500.00
Muda

218 | Perancang Peraturan Perundang-undangan 11 Rp 10,615,000.00
Madya

219 | Perancang Peraturan Perundang-undangan 13 Rp 13,667,500.00
Utama

220 | Perawat Terampil Pemula Rp 3,500,000.00
221 | Perawat Terampil Rp 4,000,000.00
222 | Perawat Mahir Rp 4,000,000.00

5
6
7
223 | Perawat Penyelia 8 Rp 4,500,000.00
8
9

224 | Perawat Pertama Rp 4,500,000.00
225 | Perawat Muda Rp 4,500,000.00
226 | Perawat Madya 11 Rp 5,000,000.00
5 Rp 3,500,000.00
228 | Perawat Gigi Terampil 6 Rp 4,000,000.00
229 | Perawat Gigi Mahir 7 Rp 4,000,000.00
230 | Perawat Gigi Penyelia 8 Rp 4,500,000.00

8

9

227 | Perawat Gigi Terampil Pemula

231 | Perawat Gigi Ahli Pertama Rp 4,500,000.00
232 | Perawat Gigi Ahli Muda Rp 4,500,000.00
233 | Perawat Gigi Ahli Madya 11 Rp 5,000,000.00
234 | Perekam Medis Terampil 6 Rp 4,000,000.00
235 | Perekam Medis Mahir 7 Rp 4,000,000.00
236 | Perekam Medis Penyelia 8 Rp 4,500,000.00

8

9

237 | Perekayasa Pertama
238 | Perekayasa Muda

Rp 7,040,000.00
Rp 7,452,500.00

239 | Perekayasa Madya 11 Rp 10,615,000.00
240 | Perekayasa Utama 13 Rp 13,667,500.00
241 | Perencana Pertama 8 Rp 7,040,000.00
242 | Perencana Muda 9 Rp 7,452,500.00
243 | Perencana Madya 11 Rp 10,615,000.00
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244 | Perencana Utama 13 Rp 13,667,500.00
5 Rp 5,236,000.00
6 Rp 5,362,500.00
247 | Polisi Pamong Praja Mahir 7 Rp 5,747,500.00
248 | Polisi Pamong Praja Penyelia 8 Rp 7,128,000.00
8
9

245 | Polisi Pamong Praja Pemula

246 | Polisi Pamong Praja Terampil

249 | Polisi Pamong Praja Pertama Rp 6,325,000.00

Rp 7,700,000.00

250 | Polisi Pamong Praja Muda

251 | Polisi Pamong Praja Madya 11 Rp 10,607,000.00
252 | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil 5 Rp 4,312,000.00
Pemula

253 | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Rp 5,291,000.00
254 | Pranata Hubungan Masyarakat Mahir Rp 6,080,250.00

6
7
255 | Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
8
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256 | Pranata Hubungan Masyarakat Pertama Rp 7,040,000.00
257 | Pranata Hubungan Masyarakat Muda Rp 7,452,500.00
258 | Pranata Hubungan Masyarakat Madya 11 Rp 10,615,000.00
Rp 4,312,000.00
Rp 5,291,000.00
261 | Pranata Komputer Mahir Rp 6,080,250.00

5
6
7
262 | Pranata Komputer Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
8
9

259 | Pranata Komputer Terampil Pemula

260 | Pranata Komputer Terampil

263 | Pranata Komputer Pertama Rp 7,040,000.00

Rp 7,452,500.00

264 | Pranata Komputer Muda

265 | Pranata Komputer Madya 11 Rp 10,615,000.00

266 | Pranata Komputer Utama 13 Rp 13,667,500.00

267 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 5 Rp 3,500,000.00
Pemula

268 | Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Rp 4,000,000.00
269 | Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir Rp 4,000,000.00

6
7
270 | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8 Rp 4,500,000.00
8
9

271 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama Rp 4,500,000.00
272 | Pranata Laboratorium Kesehatan Muda Rp 4,500,000.00
273 | Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 11 Rp 5,000,000.00
274 | Pustakawan Terampil Rp 5,291,000.00
275 | Pustakawan Mahir Rp 6,080,250.00

6
7
276 | Pustakawan Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
8
9

277 | Pustakawan Pertama Rp 7,040,000.00
278 | Pustakawan Muda Rp 7,452,500.00
279 | Pustakawan Madya 11 Rp 10,615,000.00
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280 | Pustakawan Utama 13 Rp 13,667,500.00
281 | Radiografer Terampil 6 Rp 4,000,000.00
282 | Radiografer Mahir 7 Rp 4,000,000.00
283 | Radiografer Penyelia 8 Rp 4,500,000.00
284 | Sandiman Terampil 6 Rp 5,291,000.00
285 | Sandiman Mahir 7 Rp 6,080,250.00
286 | Sandiman Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
287 | Sandiman Pertama 8 Rp 7,040,000.00
288 | Sandiman Muda 9 Rp 7,452,500.00

289 | Sandiman Madya 11 Rp 10,615,000.00
290 | Sanitarian Terampil pada Unit Kerja BLUD 6 Rp 4,000,000.00
291 | Sanitarian Mahir pada Unit Kerja BLUD 7 Rp 4,000,000.00
292 | Sanitarian Penyelia pada Unit Kerja BLUD 8 Rp 4,500,000.00
8
9

293 | Sanitarian Pertama pada Unit Kerja BLUD Rp 4,500,000.00
294 | Sanitarian Muda pada Unit Kerja BLUD Rp 4,500,000.00

295 | Sanitarian Madya pada Unit Kerja BLUD 11 Rp 5,000,000.00

296 | Sanitarian Terampil pada Unit Kerja Non 6 Rp 5,398,250.00
BLUD

297 | Sanitarian Mahir pada Unit Kerja Non 7 Rp 6,171,000.00
BLUD

298 | Sanitarian Penyelia pada Unit Kerja Non 8 Rp 6,847,500.00
BLUD

299 | Sanitarian Pertama pada Unit Kerja Non 8 Rp 7,122,500.00
BLUD

300 | Sanitarian Muda pada Unit Kerja Non 9 Rp 7,535,000.00
BLUD

301 | Sanitarian Madya pada Unit Kerja Non 11 Rp 10,615,000.00
BLUD

302 | Statistisi Terampil Pemula
303 | Statistisi Terampil

304 | Statistisi Mahir

305 | Statistisi Penyelia

306 | Statistisi Pertama

307 | Statistisi Muda

Rp 4,312,000.00
Rp 5,291,000.00
Rp 6,080,250.00
Rp 6,765,000.00
Rp 7,040,000.00
Rp 7,452,500.00

©| | | N| o o

308 | Statistisi Madya 11 Rp 10,615,000.00
309 | Surveyor Pemetaan Terampil Pemula 5 Rp 4,312,000.00
310 | Surveyor Pemetaan Terampil 6 Rp 5,291,000.00
311 | Surveyor Pemetaan Mahir 7 Rp 6,080,250.00
312 | Surveyor Pemetaan Penyelia 8 Rp 6,765,000.00
313 | Surveyor Pemetaan Pertama 8 Rp 7,040,000.00
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314 | Surveyor Pemetaan Muda 9 Rp 7,452,500.00
315 | Surveyor Pemetaan Madya 11 Rp 10,615,000.00
316 | Teknisi Pengairan Terampil 6 Rp 5,398,250.00
317 | Teknisi Pengairan Mabhir 7 Rp 6,352,500.00
318 | Teknisi Pengairan Penyelia 8 Rp 7,012,500.00
8
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319 | Teknisi Pengairan Pertama Rp 7,287,500.00
320 | Teknisi Pengairan Muda Rp 7,700,000.00
321 | Teknisi Pengairan Madya 11 Rp 10,862,500.00
322 | Teknisi Pengairan Utama 13 Rp 13,915,000.00
323 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Terampil Rp 5,398,250.00
324 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Mahir Rp 6,352,500.00

6
7
325 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Penyelia 8 Rp 7,012,500.00
8
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326 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Pertama Rp 7,287,500.00

Rp 7,700,000.00

327 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Muda

328 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Madya 11 Rp 10,862,500.00
329 | Teknisi Penyehatan Lingkungan Utama 13 Rp 13,915,000.00
330 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan 6 Rp 5,398,250.00
Terampil
331 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Mahir 7 Rp 6,352,500.00
332 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan 8 Rp 7,012,500.00
Penyelia
333 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan 8 Rp 7,287,500.00
Pertama
334 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Muda 9 Rp 7,700,000.00
335 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Madya 11 Rp 10,862,500.00
336 | Teknik Tata Bangunan & Perumahan Utama 13 Rp 13,915,000.00
337 | Teknisi Elektromedis Terampil 6 Rp 4,000,000.00
338 | Teknisi Elektromedis Mahir 7 Rp 4,000,000.00
339 | Teknisi Elektromedis Medis Penyelia 8 Rp 4,500,000.00
340 | Teknisi Jalan dan Jembatan Terampil 6 Rp 5,398,250.00
341 | Teknisi Jalan dan Jembatan Mahir 7 Rp 6,352,500.00
342 | Teknisi Jalan dan Jembatan Penyelia 8 Rp 7,012,500.00
343 | Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama 8 Rp 7,287,500.00
344 | Teknisi Jalan dan Jembatan Muda 9 Rp 7,700,000.00
345 | Teknisi Jalan dan Jembatan Madya 11 Rp 10,862,500.00
346 | Teknisi Jalan dan Jembatan Utama 13 Rp 13,915,000.00
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1 | Bendahara Pengeluaran SKPD Rp  1,000,000.00
2 | Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp  1,000,000.00
3 | Pengurus Barang Pengguna Rp 750,000.00
4 | Pembantu Pengurus Barang Pengguna Rp 500,000.00
5 | Pengurus Barang Pembantu Rp 500,000.00
6 | Kepala Sekolah PAUD, TK, SD, SMP Negeri Rp  1,500,000.00
7 | Kepala UPTD Puskesmas Rp  1,000,000.00
8 | Kepala TU UPTD Puskesmas Rp  1,000,000.00
9 | Pengurus Barang Pengguna Farmasi Rp 500,000.00
10 | Petugas Penertiban Sat. Pol PP Rp 500,000.00
11 | Petugas Pemadam Kebakaran dan Rp 500,000.00
Penanggulangan Bencana
12 | Petugas Pengaturan Lalu Lintas,Operator
Terminal, Teknisi PJU dan Lalu lintas
13 | Pengelola Perizinan / Non Perizinan Rp  4,000,000.00
Esselon Il b Rp  3,000,000.00
Esselon Il a Rp  2,500,000.00
Esselon I11 b Rp  1,750,000.00
Esselon IV a Rp  1,000,000.00
Pelaksana Rp  7,500,000.00
14 | Pelayanan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Esselon Il b Rp 1,500,000.00
Esselon Il a Rp 1,300,000.00
Esselon I11 b Rp 1,200,000.00
Esselon IV a Rp 1,000,000.00
Operator SIAK Rp 800,000.00
Staff Administrator (ADB) SIAK Rp 750,000.00
Staff Layanan Administrasi Kependudukan Rp 700,000.00
dan Pencatatan Sipil
15 | Bendahara Umum Daerah Rp  5,000,000.00
16 | Kuasa Bendahara Umum Daerah Rp  3,500,000.00
17 | Kuasa Bendahara Umum Daerah Pengganti Rp  1,000,000.00
18 | PPK PPKD Rp  1,000,000.00
20 | Bendahara Pengeluaran PPKD
21 | Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa : Rp  4,000,000.00
Eselon 11l a Rp  4,000,000.00
Eselon IV a Rp  5,000,000.00
Pengelola (Pokja) Rp  1,500,000.00
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Pengelola (Non Pokja) Rp. 1,500,000.00

22

Staf Pendukung KDH/WKDH/SEKDA

Sekretaris Pimpinan Rp 2,500,000.00

Ajudan Rp 1,100,000.00

Staf TU Pimpinan Rp 1,000,000.00

23

Kepala Wilayah

Camat Rp 2,000,000.00

Lurah Rp 2,000,000.00

Mengalokasikan anggaran untuk pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2016-
2021 yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Kota Depok
Tahun 2021 dan prioritas untuk pencegahan, penanganan serta penaggulangan
dampak Covid-19. Penyelenggaraan urusan tersebut difokuskan pada
pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta dalam rangka
pemenuhan janji Kepala Daerah dan pelayanan publik lainnya. Sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku, anggaran untuk fungsi pendidikan
dialokasikan minimal 20 persen (termasuk gaji dan tunjangan) dan untuk fungsi
kesehatan secara bertahap akan dipenuhi sebesar 10 persen (tidak termasuk gaji
dan tunjangan), anggaran infrastruktur yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan
DBH yang bersifat umum dialokasikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
anggaran untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh
APIP sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total APBD;

Mendanai kegiatan yang mengalami penjadwalan ulang pada tahun anggaran
2020 akibat pandemi Covid-19;

Mendanai pemenuhan pencapaian janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Mendanai kegiatan BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD dari sumber
pendapatan BLUD dan SiLPA BLUD;

Mendanai kegiatan untuk kelurahan sebesar 5 % (persen) dari APBD setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah DAU tambahan dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan;
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8.  Mendanai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed
cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok dan
fungsi Perangkat Daerah;

9. Mendanai rencana kegiatan prioritas dari hasil proses musrenbang kecamatan
dan kelurahan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dan aspirasi masyarakat lainnya;

10. Mengoptimalkan target capaian kinerja dan meningkatkan efisiensi dalam

penggunaan anggaran.

4.2.2. Kebijakan Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan
Belanja Transfer
Kebijakan untuk belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai
berikut :

a. Belanja Operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci
atas jenis:
1) Belanja Pegawai
Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan
kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD
sekretariat daerah;
b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat
DPRD; dan
c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang
representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil
kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa
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layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan

honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a)

b)

d)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji dan tunjangan
ketiga belas dan tunjangan hari raya.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN
sesuai formasi pegawai Tahun 2021.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala,
kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan
memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima
persen) dari jJumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil
kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah
dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta
ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi
pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan
pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan

dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal
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9)

h)

belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat
persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada
pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian
tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas

usulan Menteri Dalam Negeri.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian
Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang
melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau
pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan
sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan
Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK
Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode
rekening berkenaan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium
kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan
daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan,
honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja

pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sesuai dengan ketentuan peraturan
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2)

perundang-undangan.

i) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya
diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian
objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga
dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD
terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek
sesuai kode rekening berkenaan.
Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis,
bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas,
sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-
hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan
pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa Kketersediaan pelayanan
(availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang
sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak
ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak
ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada
pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan

hal-hal sebagai berikut:

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan
yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas

kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
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program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan

kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non

ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan

ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata

terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat
desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam
rangka:

1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

2) penghargaan atas suatu prestasi;

3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah
milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek
strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang
dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan
nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar
kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume
pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun
Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka
pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

1) kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan
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h)

dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional
terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di

dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah

setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum

Pusat terdekat.

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah

daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan

Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi

seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber

dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, penyesuaian besaran iuran bagi peserta Jaminan Kesehatan

Nasional yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah mulai berlaku

pada tanggal 1 Juli 2020 sebagaimana dimanatkan dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau

seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama

dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan

Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. Kategori skema ganda yang

tidak diperkenankan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dimaksud, yaitu:

1) Penjamin atas pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat
yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan,
yang jenis pelayanan kesehatan/ manfaatnya sama sebagian atau
seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam

Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS

| Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021



2)

Kesehatan, dimana masyarakat menunjukkan identitas berikut untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan:

(a) KTP;

(b) SKTM; dan/atau

(c) Kartu Keanggotaan/Kepesertaan atas Program Jaminan Kesehatan
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan oleh pemerintah daerah

kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah

terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena

menunggak iuran.

Selanjutnya, kategori bukan skema ganda (skema jaminan atau pembiayaan

kesehatan masyarakat yang diperkenankan untuk dikelola sendiri dan

dianggarkan oleh pemerintah daerah), yaitu:

1)

2)

Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta
Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan, namun dalam
masa penagguhan (menunggu status aktif), dengan kriteria:

(a) Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Bukan Pekerja (BP) dalam
masa verifikasi pendaftaran peserta 14 (empat belas) hari;

(b) Peserta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, namun
baru akan aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

(c) Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Non Penyelenggara Negara
yang sudah didaftarkan oleh pemberi kerjanya, namun baru akan
aktif pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;

Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan

Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh

pemerintah daerah, namun wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah

pada bulan selanjutnya (tidak lagi dibantu menggunakan penjaminan

atau pembayaran langsung oleh pemerintah daerah).
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3) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta
Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah
dinonaktifkan oleh penanggungnya, diantaranya:

(a) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU namun sudah
dinonaktifkan oleh pemberi kerjanya karena pemutusan hubungan di
luar kriteria PHK yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;

(b) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai PPU Non
Penyelenggara Negara namun berhenti dari pekerjaannya atas
keinginan sendiri dan telah dinonaktifkan serta belum mendaftarkan
diri dan keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;

(c) Penduduk yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta PBI namun
sudah dinonaktifkan berdasarkan SK Menteri Sosial;

wajib didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta pada bulan
berikutnya.

4) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki
identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta
Jaminan Kesehatan Nasional.

5) Penjamin/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis
manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan
Kesehatan Nasional, seperti:

a) Biaya ambulance peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah ke
fasilitas kesehatan atau sebaliknya;

b) Biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan
rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan
Nasional;

c) Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota;

d) Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat
Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

J) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan, pada masing-masing SKPD serta
besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing perda.

k) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas
usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis
belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

I) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan
Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam
jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

n) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau
studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas
luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah
orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas
dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

0) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-
hal sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa Kkendaraan tersebut hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali
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P)

kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan
kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas
hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan
dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut
termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas
dimaksud ditetapkan dengan perkada.

Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

2) pimpinan dan anggota DPRD; serta

3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan

untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,

sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat

diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau

sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara

selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan,

muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan
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3)

4)

penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan
efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan
administrasi.

Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop,
lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik
pemerintah daerah.

g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang
berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian

pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja

bunga utang obligasi.

Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang

dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPKD

dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD),

belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan

menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening

berkenaan.

Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan
usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa

pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik
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sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2021, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik
tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak
terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud
dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh
kepala daerah.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal
dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek,
dan sub rincian objek berkenaan.

Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara
Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari
pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang
diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-
rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery),
pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya
melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah
lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga,
serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan/atau

(c) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; dan

(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

| Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 n



b)

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu
dapat berkelanjutan.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang
program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam
RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan
tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun
Anggaran 2021 mempedomani perkada yang mengatur tata cara
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial,
sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD
terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek

sesuai kode rekening berkenaan

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan

3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga

beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

1) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
dan dalam kondisi siap dipakai.

2) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan

peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat
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d)

3)

4)

5)

6)

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan
dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap
pakai.

belanja modal bangunan dan gedung;

belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan
jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang
dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
memenuhi Kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan

memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa

yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu

produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021



C.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang
ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah
satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan
barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga,
penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus
sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya
pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya
pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan
satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian
atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan
mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak
dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah

lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
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pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-

undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Belanja

daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan
internet.
Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak Ketiga,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda

tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
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penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun

sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,
dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. keperluan mendesak; dan/atau

c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya;
yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-
SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut
diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau
ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, belanja tidak terduga

diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, bahwa perangkat daerah terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Berpedoman
pada peraturan tersebut di atas, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Selanjutnya
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peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan belanja berdasarkan

Perangkat Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawabh ini.

Tabel 4.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran

2021
NO Perangkat Daerah Pagu KUA TA 2021
1 | DINAS PENDIDIKAN 731,811,469,164.00
2 | DINAS KESEHATAN 347,879,145,910.00
3 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 149,601,108,881.00
4 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 437,945,257,317.00
RUANG
5 | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 364,035,180,953.00
6 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 37,829,672,733.00
7 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN 34,597,964,201.00
PENYELAMATAN
8 | DINAS SOSIAL 12,181,943,234.00
9 | DINAS TENAGA KERJA 12,590,078,870.00
10 | DINAS PERLINDUNGAN ANAK, 31,596,067,896.00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KELUARGA
11 | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN 21,827,850,330.00
DAN PERIKANAN
12 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN 164,372,078,199.00
KEBERSIHAN
13 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN 27,691,037,996.00
PENCATATAN SIPIL
14 | DINAS PERHUBUNGAN 81,037,024,235.00
15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 36,988,764,267.00
16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 13,106,568,371.00
17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN 18,974,633,988.00
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
18 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, 33,465,382,831.00
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
19 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 11,379,216,884.00
20 | DINAS PERDAGANGAN DAN 30,356,976,496.00
PERINDUSTRIAN
21 | SEKRETARIAT DAERAH 123,759,917,001.00
22 | SEKRETARIAT DPRD 123,622,272,277.00
23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 19,354,635,738.00
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH
24 | BADAN KEUANGAN DAERAH 192,281,306,802.00
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25 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN 67,331,781,346.00
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
26 | INSPEKTORAT DAERAH 20,048,246,030.00
27 | KECAMATAN PANCORAN MAS 38,915,494,292.00
28 | KECAMATAN CILODONG 27,654,450,404.00
29 | KECAMATAN SAWANGAN 37,133,501,507.00
30 | KECAMATAN CINERE 20,928,832,300.00
31 | KECAMATAN SUKMAJAYA 45,137,640,034.00
32 | KECAMATAN LIMO 24,743,499,926.00
33 | KECAMATAN BEJI 35,577,564,500.00
34 | KECAMATAN TAPOS 41,800,692,355.00
35 | KECAMATAN BOJONGSARI 41,372,267,526.00
36 | KECAMATAN CIMANGGIS 37,843,382,096.00
37 | KECAMATAN CIPAYUNG 28,441,162,260.00
38 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9,293,766,017.00
JUMLAH 3,534,507,835,167.00

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan
dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah,
organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan
daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan
a. SilPA;
Pencairan Dana Cadangan;

=

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

o o

Penerimaan Pinjaman Daerah;

@

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau

=h

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
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2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
b. Penyertaan Modal Daerah;

c. Pembentukan Dana Cadangan;

o

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada
Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan
penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 akan diarahkan
terutama untuk menutup defisit anggaran akibat tingginya kebutuhan belanja daerah.
Penerimaan Pembiayaan akan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA). Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan
rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2020 untuk
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak
dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Perkembangan
pembiayaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel. 4.6  Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2012-2020
dan Rencana Tahun 2021

Tah PENERIMAAN PENGELUARAN
un
JUMLAH Pertumbuhan JUMLAH Pertumbuhan
Rp % Rp %
2012 311,245,973,725.58 28,700,938,347.76 10.16 8,535,777,800.00 7,229,462,940.00 553.42
2013  383,057,233,807.00 71,811,260,081.42 23.07 15,200,000,000.00 6,664,222,200.00 78.07

2014  262,916,136,536.00 (120,141,097,271.00) (31.36) 2,250,000,000.00 (12,950,000,000.00) (85.20)

2015  386,816,135,744.35 123,899,999,208.35 47.13 14,700,000,000.00 12,450,000,000.00 553.33
2016  570,400,000,000.00 183,583,864,255.65 47.46 13,700,000,000.00 (1,000,000,000.00) (6.80)
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2017 563,003,264,341.00 (7,396,735,659.00) (1.30) 100,000,000,000.00 86,300,000,000.00 629.93

2018 561,106,661,652.00 (1,896,602,689.00) (0.34) 128,636,652,929 28,636,652,929.00 28.64

2019 654,365,450,000.00 93,258,788,348.00 16.62 100,000,000,000 (28,636,652,929.00) (22.26)

2020 615,741,707,034.00 (38,623,742,966.00) (5.90) 74,094,500,000 (25,905,500,000.00)

2021 405,609,483,829.00 (210,132,223,205.00) (34.13) 37,047,250,000 (37,047,250,000.00) (2(55'(?.](-))0)
Rata-rata 7.14 165.32

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan
cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,14
persen. Namun pada Tahun 2021, Pemerintah Kota Depok memproyeksikan SiLPA
sebesar Rp. 405.609.483.829,00 menurun sebesar 534,13 persen dibandingkan dengan
proyeksi SiLPA pada Tahun 2020. Penerimaan pembiayaan ini menjadi sesuatu yang
diperlukan karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun di sisi
lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari
penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Depok tidak menganggarkan

untuk pengeluaran pembiayaan.
4.4 RINGKASAN KUA APBD TA 2021

Berdasarkan kebijakan dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta
Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2021 pada tabel berikut :

Tabel. 4.7  Ringkasan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Depok Tahun
Anggaran 2021

Kode | Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1,336,982,388,657.00
4.1.01 Pajak Daerah 1,115,950,623,000.00
4.1.02 Retribusi Daerah 33,633,493,107.00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,723,939,503.00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 181,674,333,047.00
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4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,477,477,611,471.00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 981,007,403,004.00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 496,470,208,467.00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 136,738,700,000.00
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 136,738,700,000.00
Perundang-Undangan
Jumlah Pendapatan 2,951,198,700,128.00
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 2,659,018,643,480.00
5.1.01 Belanja Pegawai 1,142,002,745,565.00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1,132,214,495,088.00
5.1.05 Belanja Hibah 232,935,638,000.00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 151,865,764,827.00
5.2 BELANJA MODAL 775,489,191,687.00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 126,195,646,000.00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119,866,653,101.00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151,491,116,372.00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 374,136,652,214.00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3,799,124,000.00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 100,000,000,000.00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 100,000,000,000.00
Jumlah Belanja 3,534,507,835,167.00
Total Surplus/(Defisit) (583,309,135,039.00)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 583,309,135,039.00
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 583,309,135,039.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 583,309,135,039.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan -
Pembiayaan Netto 583,309,135,039.00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan -
TOTAL APBD 3,534,507,835,167.00
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BAB V
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2021 memuat kebijakan
umum dan arah pembangunan daerah. Kebijakan Umum APBD ini setelah disepakati
antara Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2021.

Dalam hal terjadi perubahan pendapatan setelah KUA dan PPAS disepakati,
maka :

1. Apabila perubahan tersebut terjadi karena kenaikan pendapatan, dapat digunakan
untuk mendanai penambahan volume program/kegiatan prioritas Kota Depok;

2. Apabila perubahan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan, harus dilakukan
rasionalisasi program/kegiatan yang bukan merupakan prioritas Kota Depok.

Dalam hal terjadi pergeseran asumsi Yyang melandasi penyusunan KUA
akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi, dapat
dilakukan penambahan atau pengurangan pendapatan/belanja/pembiayaan  ketika
proses pembahasan RAPBD, tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA.

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk
dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Depok, 12 Oktober 2020

Pjs. WALI KOTA DEPOK

H. DEDI SUPANDI, S.STP, M.Si
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